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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29

TAHUN 2024 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA
PARIWISATA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

OLEH :
ADAM MALIK LUBIS
NPM : 1403100140

Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP adalalyaiig wajib dimiliki
oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengaorge&riwisata yang sudah di
atur dalam peratauran Walikota Medan Nomor 29 TaP@d4 Tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata. Dokumen ini merupakanibekini bahwa suatu usaha
sudah terdaftar dalam Daftar Usaha Pariwisata dpatdnenyelenggarakan usaha
pariwisata.Dalam pelaksanaannya di Dinas Penandvi@ial Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan masih kurang efeiipat dilihat dari
banyaknya pelaku usaha yangbelum memiliki TDUP.

Metode penelitian yang akan digunakan didalam Igeme ini adalah
metode deskriptif dengan analisi data kualitatity@roses pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskaad&an objek penelitian
pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yangakaratau sebagaimana
adanya.Analisis data yang dilakukan dengan mendkagi wawancara yang
meliputi strategi dalam sistem atau proses pelaarkebijakan, tujuan dan
sasaran yang hendak dicapai dalam implementagjakahi tentang tanda daftar
usaha pariwisata.

Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawaad¢antang aspaek-aspek
tersebut maka diperoleh bahwa pelaksanaan Peraiambkota Medan Nomor 29
Tahun 2014 TentangTanda Daftar Usaha Pariwisafairdis PenanamanModal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masiang efektif karena
kurangnya penyampaian informasi kebijakan kepadayarakat, kurangnya
sumber daya aparatur yang berlatarbelakang pemdidgariwisata, kurangya
sikap yang bertanggung jawab dari pihak DPMPTSPaKd¥edandalam kerja
sama dengan instansi terkait, dan belum adanyadiflausus yang mengurus
tentang perijinan usaha pariwisata dalam struktgamisasi dinas.
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Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkakuisyalhamdulillah
kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNgauhis dapat menylesaikan
skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sealeah Shalawat beriringkan
salampenulis hadiahkan kepada junjungan Nabi bgsdgrammad SAW yang
sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhitin®engan penuh kegigihan
dan kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skmnipdengan sebaik-baiknya
pada Program Studi lImu Administrasi Negara Fakultmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skiripsi ini berjudul :* IMPLEMENTASI ERATURAN WALIKOTA
MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAH A
PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN
USAHA PARIWISATA DI DINAS PENENMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN ”

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk meoigie gelah
kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial Dan [Imu Holithiversitas Muhammadiyah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektog yangat berperan
dalam proses pembangunan dan pengembangan suatyatwilyaitu dapat
memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu damapun bagi masyarakat.
Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pemipangnasional meratakan
dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatmpenkokoh persatuan
dan kesatuan, serta budaya bangsa. Dengan denskikioy pariwisata mampu
meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapamsairgat berhubungan
dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yaampu menggalakkan
sektor lain yang terkait.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun92@éntang
kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunanigataperlu ditingkatkan
untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatasab@, meningkatkan
penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dal&ghan bangsa Indonesia.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang pédga adalah penyerahan
kewenangan kepada daerah Kabupaten / Kota dengaem tuntuk mengurus
sendiri segala kebutuhannya maka setiap Pemeriablipaten/ Kota berusaha
keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daeral®glah satu hal diantaranya
melalui pemberlakuan pendaftaran usaha pariwisata.

Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukaekarang ini,

merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekanonasional yang



senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkana Jiinjau dari aspek

sosialekonomi dapat meningkatkan pendapatan m&saperluasan kesempatan
kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peniagkpenerimaan devisa,
meningkatkan kewirausahaan nasional dan mendoroagbgngunan di

daerah.Selain itu, pembangunan kepariwisataan hsetep memperhatikan

jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi ssahmodal utama dalam
pembangunan kepariwisataan pada masa sekarangadgrnakan datang karena
memiliki fungsi ganda, sebagai aset sumber dayausianjuga berfungsi sebagai
sumber potensi wisatawan nusantara.

Pelaksanaan Otonomi daerah Indonesia yang didasahkdang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahpalean landasan bagi
Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda PemeamtBherahnya. Otonomi
daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebasndalembuat kebijakan dan
peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkang sesuai dengan
pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masarghdéersebut, tidak
terkecuali sektor industri kepariwisataan.

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesarndiinkesia dengan
perkembangan ekonomi yang sangat baik, hal terssdnat di dukung oleh
perkembangan atau kemajuan di bidang pariwisataggd banyak pelaku usaha
yang mengadakan usaha penginapan yang diperunkekawla orang-orang yang
sedang melakukan perjalanan. Salah satu usahadyangati oleh pelaku usaha
di kota Medan adalah kegiatan usaha pariwisataatebgrbagai jenis fasilitas
yang ada. Usaha ini selain memberikan keuntunggngedaku usaha juga dapat

meningkatkan pendapatan pemerintah kota Medan.



Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang p#tdeya adalah
penyerahan kewenangan kepada daerah Kabupatera/dé€agan tujuan untuk
mengurus sendiri segala kebutuhannya maka setiaerifeah Kabupaten/ Kota
berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan AsliaDnya. Salah satu hal
diantaranya melalui pemberlakuan perizinan usagjakSlitetapkannya Peraturan
Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara PemberratJ$aha Pariwisata maka
kepengurusan perizinan yang selama ini ditangamnhefiatah Pusat untuk
selanjutnya kewenangan tersebut dapat dikelola Patiade Daerah. Pemberian
Izin Usaha Pariwisata di Kota Medan diatur dalamatean Walikota Medan
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Dafta Usaha Ratav

Dasar Hukum yang mengatur Tanda Daftar Usaha Patavadalah :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariagsat

2. Permen Kebudayaan dan Pariwisata tentang TataResrdaftaran Usaha
Pariwisata No. PM. 85-97 / HK.501 / MKP / 2010

3. Peraturan Daerah Kota Medan. Nomor 4 Tahun 20l4tarign
Kepariwisataan

4. Peraturan Walikota Medan Nomor 29 tahu 2014 TenfBmgda Daftar

Usaha Pariwisata

Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 22014 tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pelaku usaha patavisarus mengetahui bawah
setiap usaha pariwisata wajib memiliki TDUP sesdangan peraturan yang
berlaku. Tanda Dartar Usaha Pariwisata (TDUP) ydncpjukan kepada

Pemerintah atau Kepala Instansi atau Dinas tertgaam hal ini adalah Kepala



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Rota Medan. Tanda
Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP adalah izin yaajg dimiliki oleh berbagai
jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwigziumen ini merupakan
bukti resmi bahwa suatu usaha sudah terdaftar dak#ftar Usaha Pariwisata dan
dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Dengarkidentdiharapkan dapat
menegakkan peraturan yang berlaku, sehingga dersgrdirinya dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah berupa pajaketi@busi kota Medan di
sektor usaha pariwisata.

Pembentukan hubungan antara masyarakat dan peshesalah satunya
adalah melalui interaksi yang terjalin dalam peteayapublik yang dilakukan oleh
alat adminstrasi negara dalam melakukan pelayam@@ankdengan pelayanan
pendaftaran izin usah pariwisata. Hubungan dalamtuke pelayanan yang
diberikan ini, dapat menjadi tolak ukur dalam mainlaik buruknya suatu bentuk
pelayanan. Apabila masyarakat merasa dilayani aebgik, maka terdapat nilai
kepuasan tersendiri yang bisa menciptakan hubungeng harmonis antara
pemerintah dengan rakyatnya.

Tujuan pendaftaran usaha pariwisata adalah untukjamén kepastian
hukum bagi pengusaha pariwisata. Selain itu tujl@innya adalah untuk
mempermudah investor dalam berinvestasi sektowata sebagai pendukung
berkembangnya pariwisata, menyediakan sumber imfsirhagi semua pihak
yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercandatam Daftar Usaha

Pariwisata.



Dengan hal penyelenggaraan pelayanan Tanda Dadtna Pariwisata
(TDUP) merupakan salah satu tugas dan fungsi DResnaman Modan Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yakni $¢bexgtrumen yang
mengurusi bidang penanaman modal dan perizinan, AW Kota Medan
berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomialmepertumbuhan
usaha yang kemudian berdampak pada penyerapamt&rgg sehingga dapat
berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan pegkd@Etnun pada saat
dilapangan masih banyak pengusaha yang belum mardaf usahanya.
Fenomena ini dapat dilihat bahwa banyaknya usahalkagiatan pariwisata yang
belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Berikut presentase dari beberapa usaha atau kegpsaAwisata yang
memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sampai t&2Q4v di Kota Medan:

Tabel 1.1

Presentase kepemilikan Tan Daftar Usaha Pariwisata

, Yang
No Nam_a _Usaha Jumlah dikota) Memiliki | Presentase Harapan
Pariwisata Medan
TDUP
1 | Rumah Mahan 80 53 66% 100 %
2 | Karoke 35 22 63% 100%
3 | Hotel 55 36 66% 100%
4 | Kafe 60 37 61% 100%
5 | Biro perjalanan wisata 117 101 86% 100%
6 | Spa 26 15 57% 100%

Sumber: Hasil pengawasan Dinas Pariwisata dan Bidang Pelayanan
Perizinan Usaha Dan Tanda Daftar DPMPTSP Kota Medan
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyak ugahnavisata yang belum

mencapai tujuanya yaitu belum tercapainya targeg yditentukan 100% pada



pelaksanaan penyelenggaraanTDUP, yang artinya karsaha pariwisata yang
belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang détemukakan,Maka
dari itu penulis ingin melakukan penelitian yangrjlodul : Implementasi
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Teang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Rdaftaran 1zin
Usaha Pariwisata Di Dinas Penanam Modal Dan Pelayan Terpadu Satu

Pintu Kota Medan.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang timbul pada waktu implementasi kehijpkdalah sangat
berkaitan erat dengan kekurangan informasi padekaiiyjek kebijakan, masalah
muncul tidak tercapainya keseimbangan antara sesyang diharapkan
berdasarkan teori-teori atau hukum-hukum yang ndenjalak ukur dengan
kenyataan, sehingga menimbulkan pernyataan meng@paikian dan apa
sebabnya demikian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusasalah dalam
penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Reeast Daerah Kota Medan
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang tanda Daftar UsahaviRata Dalam Rangka
Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata masDPenanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.”



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini lad&ntuk
mengetahui “Bagaimana Implementasi Walikota Nomadrabun 2012 Tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksa®endaftaran Izin
Usaha Pariwisata di Dinas Kebudayaan Dan PariwiGata Medan.”
2. Manfaat Penelitian
Secara garis besar yang menjadi tujuan dan mgpéaatitian ini adalah:

a. Penelitian dapat dijadikan acuan dalam pembanguimn hukum,
khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

b. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagiaBiPenanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Meddand rangka
Pelaksanaan Pendaftaran Izi Usaha Pariwisata .

c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih nezdglam
pengetahuan yang berkaitan dengan ImplementaduPetdDaerah Kota
Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang tanda Daftar &J$adriwisata
Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usahsigzda Di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piotia Nkedan.



D. Sistematika Penulisan

BAB |

BAB Il

: PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang menguraikan latar batakeasalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat iptenel serta

sistematika penulisan.

: URAIAN TEORITIS

Berisikan uraian teori yang menguraikan pengetkignijakan publik,
pengertian implementasi kebijakan publik, pengert@elaksanaan,
perizinan,usaha pariwisata, tata cara dan persyaraemperoleh izin

usaha pariwisata dan tanda daftar usaha pariwisata

BAB Il : METODE PENELITIAN

BAB IV :

BABYV :

Bab ini menguraikan metode penelitian, jenis péarl kerangka
konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumbeeliian, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi @waktu penelitian
dan deskripsi lokasi penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data yang di peroleh dari lgpanberisikan
penyajian data dan pembahasan.

PENUTUP

Beisikan penutup yang mengurakan kesimpulan damsar



BAB Il

URAIAN TEORITIS

A. Kebijakan Publik
1. Pengertian Kebijakan

Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sgghaserangkaian
tindakan/kegiatan yangdiusulkan seseorang, kelomgtaki pemerintah dalam
suatu lingkungantertentu dimana terdapat hambaarbhtan (kesulitan-
kesulitan) dankesempatan-kesempatan terhadap pelks  usulan
kebijaksanaantersebut dalam rangka mencapai tujggentu. Pendapat ini
jugamenunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan glkarilyang memilikimaksud
dan tujuan merupakan bagian yang penting dari déebijakan, karena
bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yamggashnya dikerjakan
daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegatimsuatu masalah.

Meurut Suharto (2010:7).Kebijakan adalah prinsguatara bertindak yang
dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusannuivg Ealau dan Prewitt,
kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yp@mgbuatnya maupun yang
mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmusendefinisian kebijakan
sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan ydiagahkan kepada tujuan-
tujuan tertentu.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakgolicy term) mungkin
digunakan secara luas seperti pada “kebijakanrnageriindonesia”’ , “kebijakan
ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai kumh@njadi sesuatu yang

lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakanjakan pemerintah tentang
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debirokartisasi dan deregulasi.Menurut Dunn (200B8#bijakan adalah suatu
daftar pilihan tindakan yang saling berhubungangydisusun oleh instansi atau
pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pdrtanakesehatan, pendidian,
kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembagparkotaan.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilahijak@nsendiri
masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajangepatan para ahli. Maka
untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul el (2008:40) memberikan
beberapa pedoman sebagai berikut :

a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat ditaeddari administrasi

c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun ad@myakan

e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akeapai

f) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsepgnjang waktu

g) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersafiattar organisasi

dan yang bersifat intra organisasi

h) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkutgrekunci lembaga-

lembaga pemerintah

i)Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secarbyektif.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dinalia dapat disimpulkan
bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau tagigang sengaja dilakukan

atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelorgialkk pemerintah yang di
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dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upayalilpemiiantara berbagai

alternatif yang ada guna mencapai maksud dan ta@rgentu.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Abidin (2012:7) kaké&n publik adalah
apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah meaklan sesuatu itu atau tidak
mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whateverrgem@ choose to do or not
to do). Defenisi ini menekankan bahwa kebijakan liguladalah mengenai
perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyatanginan pemerintah
atau pejabat publik semata.

Menurut Harsono (2002:24) kebijakan publik merupakabijakan yang
dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat peatenmémpunyai beberapa
karakteristik kebijakan publik yaitu mempunyai t@ju tertentu,pola tindakan
pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar ddakoleh pemerintah bukan
merupakan apa yang pemerintah maksud akan dildksandersikap positif
dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintdbkutidak melakukan
sesuatu, dan harus didasarkan pada peraturan pegiddangan (legalitas) dan
bersifat memaksa.Menurut Pressman dan Widavsky mdaBudi Winarno
(2007:19) kebijakan publik sebagai hipotesis yarengandung kondisi-kondisi
awal dan akibat-akibat yang bisa diramlkan. RobBgdstone dalam Leo Agustino
(2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagaibungan antara unit
pemerintah dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka pesapiat menyimpulkan

bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindajarg dilakukan atau tidak
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dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi padgatu tertentu guna
memecahkan masalah-masalah publik atau demi kegentipublik. Kebijakan
untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalarantkein-ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku yang di buat petakrisehingga memiliki
sifat yang mengikat dan memaksa. Kebijakan itu uhtldan di jalankan oleh
orang yang memiliki wewenang dengan persetujuansd@oai dengan norma-

norma yang berlaku.

3. Karakteristik Kebijakan Publik
Menurut Harsono (2002:24) kebijakan publik merupakabijakan yang
dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat peatenmémpunyai beberapa
karakteristik kebijakan publik yaitu mempunyai t@ju tertentu,pola tindakan
pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar ddakoleh pemerintah bukan
merupakan apa yang pemerintah maksud akan dildksandersikap positif
dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintdbkutidak melakukan
sesuatu, dan harus didasarkan pada peraturan peginddangan (legalitas) dan
bersifat memaksa.
Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab, bahwacairkebijakan publik
adalah sebagai berikut.
a. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tkatayang direncanakan
b. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan gpsaling berkaitan dan
mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan olehakzgjpejabat

pemerintah.
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c. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemeltinth bidang-bidang
tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengaddian-tindakan konkrit

d. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, atal positif kebijakan
mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhtu sn@asalah
sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabatbpejemerintah untuk
tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-mhsat@apun yang mana
hal tersebut menjadi tugas pemerintah.

Menurut Harsono (2002:25) adapun karakteristik ateu ciri kebijakan
publik diantaranya suatu arahan dalam tindakansgseorang, kelompok ataupun
pemerintah, dilakukan oleh seorang aktor, sesuang ydikerjakan atau tidak
dikerjakan pemerintah, sebuah bentuk konkret negdggmgan rakyatnya, dan suatu
rangkaian sebuah instruksi/perintah, contohnya bgdandang

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan utapsnyelenggaraan
pemerintahan adalah menciptakan kesejahteraan rakaydukan membangun
negara korporasi maupun negara aparatur. Untuk jodikan negara
kesejahteraan harus didukung oleh kebijakan pulpik Rakyat, artinya
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahufiarerdasarkan keinginan
masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah yandiadasyarakat. Kebijakan
publik dan implementasi kebijakan publik harus lsgjadengan arus utama

kepentingan publik (public mission) bukan berdaaarkeinginan elit.

4. Tahap-tahap kebijakan publik
Menurut Edwards dalam Juliartha (2009:40)implenm&ntkebijakan

adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentledijakan dan
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konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakag ydipengaruhinya.
Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak menggiramasalah yang
merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itugkimrakan mengalami
kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang muangkia akan mengalami
kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di impletasikan dengan baik oleh
para pelaksana kebijakan
Menurut William Dunn sebagaimana dikutip dalam Budiinarno
(2007:32) ada beberapa tahan kebijakan publik yaitu
a. Tahap penyusunan agenda,
Para pejabat yang dipilih dan di angkat menempatkasalah pada agenda
publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi teHetdhulu untuk dapat
masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, hmbenasalah masukke
agenda kebijakan para perumus kebijakan.
b. Tahap formulasi kebijakan,
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemutibahas oleh para
pembuat kebijakan. Dalam perumusan kebijakan masegng alternatif
bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yafigmbil untuk
memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-makiog akan bersaing
dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masdlalkte
c. Tahap adopsi kebijakan,
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditdaa oleh para perumus

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternlgibijakan tersebut
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diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislddnsensus antara
direktur lembaga atau putusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catataian elit jika
program tersebut tidak diimplementasikan, yakraldibnakan oleh badan-
badan administrasi maupun agen-agen pemerintamgkiti bawabh.
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh-umnit administrasi yang
memobilisasi sumber daya finansial dan manusiaa Ratthp implementasi
ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Bglae implementasi
kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, naelgrdpa yang lain
mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akaiiai atau dievaluasi
untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuatkumherain dampak
yang diinginkan, ukuran-ukuran atau kriteria-kigeyang menjadi dasar
untuk menilai apakah kebijakan publik yang telaltaldianakan sudah
mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan athunbe

Menurut Islamy (2014:25) beberapa faktor yang mergpruhi

pembuatan kebijakan antara lain:

a. Adanya tekanan dari luar,
Administrator sebagai pembuat keputusan harus nmimbangkan

alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkzenilaian rasional semata
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tapi proses dan prosedur pembuatan keputusandald tapat dipisahkan

dari dunia nyata.

b. Adanya faktor kebiasaan lama,

Kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan vegking kali digunakan

untuk membiayai program-program tertentu, cendelakan selalu diikuti

kebiasaan administrator.

c. Adanya pengaruh sifat pribadi,
Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembrmitlksan banyak
dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar,

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan jegaehgaruh terhadap

pembuatan keputusan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan téudabrpengaruh pada

pembuatan keputusan, seperti Administrator tidakimnpahkan bagian

wewenangnya pada orang lain karena khawatir digatedkan.

Berdasarkan uaraian diatas dapat disimpulkan proseduatan kebijakan
publik merupakan proses yang kompleks karena nikdbhabanyak proses
maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karenabiberapa ahli politik yang
menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik megibaroses-proses
penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahgpan pembagian seperti

ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkajij&kéan publik.



17

B. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi winarr20(7:102)
mendefinisikan implementasi kebijakan publik selbagedakan-tindakan yang
dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkanuknmencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusaisehya. Tindakan-tindakan
ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputesartisan menjadi
tindakan-tindakan operasional dalam kurun wakttetén maupun dalam rangka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubamabgten besar dan kecil
yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Edwards dalam Juliartha (2009:40) implemsintkebijakan
publik adalah salah satu tahapan kebijakan puafhkara pembentukan kebijakan
dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyangkng dipengaruhinya.
Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapanhgurangi masalah yang
merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakamitngkin akan mengalami
kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikdengan sangat baik.
Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direk@malengan sangat baik
mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kehijakersebut kurang
diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksahgakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sgoeating dalam
keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menemw@akah kebijakan yang
ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel aiamgan dan berhasil
menghasilkan output dan outcomes seperti direneamakJntuk dapat

mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkanarkakijakan publik perlu
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untuk diimplementasian tanpa diimplementasikan nietajakan tersebut hanya
akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana tegaer oleh Udoji dalam

Agustino(2008:105) yang mengatakan bahwa pelaksaradijakan adalah

sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebihimgrdaripada pembuatan
kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedanmda impian atau rencana
bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidakptementasikan.

Menurut Abdul Wahab (2008:134) Sikap yang dimildteh implementor
sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan kebigdg@erti komitmen,
kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktorg mempengaruhi efektifitas
implementasi kebijakan adalah sikap implementoka Jimplementor setuju
dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka meagka melaksanakan dengan
senang hati tetapi jika pandangan mereka berbedgadepembuat kebijakan
maka proses implementasi akan mengalami banyakahasa

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses eimghtasi
kebijakan itu sesunguhnya tidak hanya menyangkulakpr badan-badan
atministratif yang bertanggungjawab untuk melakkana program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaratainkan pula menyangkut
jaringan kekuatan-kekuatan politi, ekonomi, daniadoganglangsung atau tidak
langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semuakpyaag terlibat, dan yang
pada akhinya berpengaruh terhadap dampak baikdiaagap (intended) maupun

yangtidak diharapkan.
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1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pulik

Menurut Erwan Agus Purwanto, dan Dyah Ratih Sudistiyti (2012;24),
memberikan gambaran implementasi “sering kali digaran sebagai hubungan
antara kinerja implementasi dengan tipe kebijakamalitas SDM birokrasi
sebagai implementor, dukungan kelompok sasaranladatain”.Menurut Budi
Winarno (2007:102) implementasi kebijakan bila dig@ng dalam pengertian
yang luas, merupakan: “ Alat administrasi hukum afa berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bessama untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang idikag”).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementadikbijakan negara
secara sempurna menurut teori implementasi BriarH@gwood dan Lewis A.
Gun yang dikutif oleh Solichin abdul wahab(2008), #aitu :

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atatamss pelaksana tidak
akan mengalami gangguan atau kendala yang serarab&tan-hambatan
tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebaga.

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan susuveber yang cukup
memadai.

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-tesadia;

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didaearkéeh suatu
hubungan kausalitas yang handal.

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanyakisedata rantai
penghubungnya.

f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
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g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tu

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam uryaag tepat.

I. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapahuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
Menurut Solichin Abdul Wahab (2008: 153), implenaamt kebijakan

mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan
Implementasi kebijakan gagal karena masih samarigyakebijakan,
maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terge sarana-sarana
dan penerapan pioritas atau program-program kednjaérlalu umum atau
sama sekali tidak ada.

b. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengansumsikan balpaea pemegang
peran yang terlibat langsung mempunyai informasigyperlu atau sangat
berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baformasi ini
justru tidak ada, misalnya akibat adanya ganggoamukikasi.

c. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sgiabila pada
pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untidkpanaan kebijakan
tersebut.

d. Pembagian Potensi
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Masalah yang sering terjadi adalah pada aspek pgarb#éugas diantara

para pelaku yang terlibat dalam implementasi. $trukorganisasi

pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah laappbmbagian

wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikaradgrgmbagian tugas

atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasgrkyeang jelas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalapi@mentasi kebijakan
ada 2 yang mempengaruhi elaksanaan kebijakan fgdgy pedungkung dan

penghambat.

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Edwardsdalam Juliartha (2009:53) , terdapapat model
pendekantan dalam menentukan keberhasilan implesiekebijakan publik,
yaitu :
a. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkasar ampelementor
mengetahui apa yang harus dilakukan dengan adanogagppenyampaian
informasi kebijakan kepada implementor. Apa yangjadi sasaran dan
tujuan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaehingga akan
mengurangi distorsi implemtasi. Apabila tujuan daasaran suatu
kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahama sekali oleh
kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadisteesi dari

kelompok sasaran.
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b. Sumber daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasiakan secpglas dan
konsisten, tapi apabila implementor kekurangan sumtbaya untuk
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalantiefeéRumber daya
tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, ydkmnpetensi
implementor dan sumber daya finansial. Sumber dagalah factor
penting untuk implementasi kebijakan agar berjatktif.

c. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dkindleh implementor,
seperti komitmen, kejujuran dan sikap demokrasiala implementor
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapabjalankan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan oeleh painkebijakan. Ketika
implementor memiliki sikap atau presfektif yanglmta dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan jmgajadi tidak akan
efektif.

d. Struktur birokrasi
Dalam pelaksanaan kebijakan implemtentor mempupgaioman atau
acuan seperti struktur organisasi dan standar sipeaigrosedure (SOP).
Struktur organisasi yang bertugas mengimplemerdasilkebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap impletasnkebijakan.Salah
satu aspek yang penting dari setiap organisasialadatlanya prosedur
operasi yang disusun secara standard. SOP memgddiman bagi setiap

impelentor dalam bertindak, struktur organisasigytarlalu panjang akan
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cenderung melemahkan pengawasan dan akan menimbuyl&kni

prosedur birokrasi yang rumit dan kompeks, ini paiaannya akan

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Secara konsep dijelaskan bahwa model implemenelsijakan public
yang dikemukakan Grindle dalam Erwan Agus Purwamtan Dyah Ratih
Sulistyastuti (2012;67)menentukan bahwa keberhasPaoses implementasi
kebijakan sampai kepada tercapainya hasil terggntepada kegiatan program
yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukupinsdipengaruhi oleh isi
kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakang dimaksud meliputi :1)
kepentingan yang dipengaruhi. 2) jenis manfaat.er@jdt perubahan yang
diinginkan. 4) status pembuat keputusan. 5) Peteksprogram. 6) Serta
sumberdaya yang tersedia.

Pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskam Meter dan Van
Horn dalam Winarno (2007;125), model ini menjelaskiaahwa kebijakan
dipengaruhi oleh beberapa variable yang saling diark, variable-variabel
tersebut yaitu :

a. Sasaran dan standar kebijakan Sasaran dan stafm@kkn harus jelas dan
terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabilaainjdan ukuran kebijakan
kabur, maka akan terjadi multi interprestasi dandamu menimbulkan
konflik diantara para agen pelaksana.

b. Sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakaigatabergantungan
dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang igersbthnusia

merupakan sumber daya yang terpenting dalam me@@entkeberhasilan
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implementasi suatu kebijakan. Setiap tahap impléasemenuntut adanya
sumber daya manusia yang berkualitas sesuai depghkerjaan yang
diisyaratkannya oleh kebijakan yang telah ditetapkacara politik. Selain
sumber daya manusia, sumber daya finansial dan uwakéenjadi
perhitungan penting dalam implementasi kebijakan

. Karakteristik organisasi pelaksana, karakteristileraini dibutuhkan agar
pelaksanaan mencakup semua struktur birokrasi, axoomma dan pola-
pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi semuaga mempengaruhi
implementasi suatu kebijakan.

. Sikap para pelaksana ini mencakup tiga hal anéana(d) respon pelaksana
terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemaaanagtuk
melaksanakan kebijakan, (b) pemahamannya terhaelaippkan, (c) nilai
yang dimiliki oleh implementor.

. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatagiddan pelaksanaan,
dalam implementasi sangat penting terdapat dukudgarkoordinasi dalam
instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi degrjasama antar instansi
bagi keberhasilan suatu kebijakan.

. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, variabel mencakup sumber
daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung kelséan
implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kettkngepentingan
dapat memberikan dukungan bagi implementasi kednjakarakteristik

para partisipan yakni mendukung atau menolak, bamza sifat opini
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public yang ada di lingkungan, dan apakah elit tpolimendukung

implementasi kebijakan.

C. Pengertian Pelaksanaan

Browne dan Wildavsky dalam Usman Nurdin. (2002:1&8)gemukakan
bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yahgg smenyesuaikan.4
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bdata pelaksanaan bermuara
pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisuatu sistem. Ungkapan
mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bekaadas aktivitas, tetapi
suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan seanagguh-sungguh
berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujugiates.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usam@ digaksanakan
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksgangrielah dirumuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhamakdatyang diperlukan, siapa
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannyai mdah bagaimana
carayang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaggatan tindak lanjut setelah
program atau kebijaksanaan ditetapkan yang teaths pengambilan keputusan,
langkah yang strategis maupun operasional atayjgksbnaan menjadi kenyataan
guna mencapai sasaran dari program yang ditetaggqanla.

Menurut Wahab (2008:22) pelaksanaan suatu programg ytelah
ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengadisoyang ada, baik itu di
lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dakgratannya melibatkan

beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha ddwdglaleh alat-alat penujang.
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Menurut wahab (2008:79) dalam proses implementasngpelaksanaan program
sekurang-kurangnya terdapat tigaunsur penting damtlakn yaitu 1) adanya
program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 2) Kpakmmasyarakat yang
menjadi sasaran dan manfaat dari program perubddrampeningkatan; 3) Unsur
pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan hamgnggung jawab dalam
pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari progksmentasi tersebut.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatléhriki suatu
kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suagramr yang telah
ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengadisiopang ada, baik itu di
lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dakgmatannya melibatkan
beberapa unsure disertai dengan usaha-usaha dakunid oleh alat-alat

penunjang.

D. Perizinan
1. Pengertian Perizinan
Menrut Sutedi (2011:7) Perizinan merupakan instrumkebijakan

Pemerintah/pemda untuk melakukan pengendaliane&idsrnalitas negatif yang
mungkin ditimbulkanoleh aktivitas sosial maupun rekmi. Izin juga merupakan
instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikéau penyelenggaraan
kegiatan.sebagai instrumen pengendalian perizinremerlukan rasionalitas yang
jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan peméris¢hagai sebuah acuan tanpa
rasionalitas dan desain instrumen untuk membelarkeman atas tindakan yang

berdasarkan kepentingan individu.
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Dalam pengertian yang luas, izin merupakansuatsepguan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintaituk dalam
keadaantertentu menyimpang dari ketentuan larangarundang-undangan
sedangkandalam pengertian sempit, izin pada umunberaasarkan pada
keinginan pembuat undang-undang mencapai suatnatateertentu atau untuk
menghalangi keadaan-keadaan yang buruk, tercdlk tiinginkan pemerintah
dengan diharapkan pemerintah dapat melakukan pesgaw

Menurut pendapat Prayudi Atmosoedirjodalam Hadjo@828),dispensasi
atas suatu larangan’ izin beranjak dari ketentummgyada pada dasarnya tidak
melarang suatu perbuatan tetapi untuk melakukatu querbuatan dibutuhkan
suatu perosedur tertentu untuk dilalui. Menurut MR Prinsdalam Sutedi
(2011:16) memberikan pengertian tentang izin adalemberikan dispensasidari
sebuah larangan, izin ini bukan dimaksudkan untwdnjadi suatu peraturan
umum, jadi tidak berlaku sesuatu yang istimewa mkéa bermacam-macam
usaha yang ada. Pada hakekatnya tidak berbahaya betrhubungan yang satu
dan yang lain sebab dianggap baik untuk diawasi afninistrasi negara.

Dari uraian defenisi - defenisi perizinan diatagpat disimpulkan bahwa
perizinan tidak lahir dengan sendirnya secara seeida, nhamun mestinya harus
ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepapejabat publik
(pemerintah sebagai pelaksana undang-undang ataf ekcecutive).Pada
akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepadagau individu dan badan

pemerintah kepada orang /individu dan badan hukilelksditnakan melalui surat
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keputusan atau ketetapan yang selanjutnya mengadihr hukum administrasi

negara.

2. Morif dan Tujuan Perizinan
Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan datutedi (2011:67)
adalah untuk pengendalian dariaktivitas aktivitasnerintah terkait ketentuan-
ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksandbaik oleh yang
berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberiekeamgan. Tujuan dari
perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :
a. Dari sisi pemerintah
Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin abala
1) Untuk melaksanakan peraturan
Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam yarattersebut
sesuai dengankenyataan dalam praktiknya atau diaalsekalipun untuk
mengatur ketertiban.
2) Sebagai sumber pendapatan daerah
Dengan adanya permintaan permohonan izin, makarasdaagsung
pendapatanpemerintah akan bertambah karena sefiap yang
dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dal8dmakin banyak
pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirngatu untuk
membiayai pembangunan.
b. Dari sisi masyarakat
Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izinadalah sebagai

berikut.
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1) Untuk adanya kepastian hukum.
2) Untuk adanya kepastian hak.
3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yardjrkan
mempunyai izin.
Menurut PM Hadjon (2003:17) adapun fungsi mengganagistem izin
dapat berupa :
a) Mengendalikan perilaku warga
b) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
c) Melindungi objek-objek tertentu
d) Membagi sumber daya yang terbatas
e) Mengarahkan aktivitas
Menurut Juniarso Ridwan (2012:94) dalam izin tedkarg peryaratan-
persyaratan yang merupakan sebuah pengendali ye#oiohon izin dalam
memfungsikan izin tersebut. I1zin dapat difungsikabagai instrumen pengendali
dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yangdagilmakmur, hal tersebut
dilakukan  melalui  persyaratan-peryaratan dari izitersebut dan
melaksanakanyang diamanatkan oleh alenia keemp&eatabukaan UUD 1945
Dari uraian yang dikemukakan diatas dapat disimpulbahwa sebagai
suatu instrumen, izin berfungsi selakuungj tombak instrumen hukum
sebagai pengarah, perekayasa, dan peranasygrakat adil dan makmur
itu dijelmaka. Hal ini berarti, lewat izin dapdiketahui bagaimana gambaran

masyarakat adil dan makmur itu terwujud.
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E. Pariwisata

Definisi pariwisata terdapat pada Undang-Undang10/0.2009tentang
Kepariwisataan, pada Bab | pasal | mengenai kedentumum. Berdasarkan isi
pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata ladagiatan perjalanan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orangadentgengunjungi tempat
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pgrila#ali mempelajari keunikan
daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka wakementara. Pariwisata
adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukenigagai fasilitas serta
layanan yang disediakan oleh masyarakat, penguspleaerintah, dan
Pemerintah Daerah.

Menurut Suwartoro (2004:7) Pariwisata adalah pelgdian sementara
orang-orang kedaerah tujuan diluar tempat kerja tdmpat tinggal sehari-
harinya, kegiatan yang dilakukannya adalah fasiligang digunakan ditujukan
untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya .Menidat Bagus (2003:8),
Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yangkukkn secara sadar yang
mendapat pelayanan secara bergantian diantara-orang dalam suatu negara
itu sendiri atau diluar negeri, meliputi pendiamamang-orang dari daerah lain
untuk sementara waktu mencari kepuasan yang bexarsglam dan berbeda
dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperolatrjpan tetap.

Sugiama (2011:7) mengugkapkan pariwisatarangkaftivitas, dan
peyediaan layanan baik untuk kebutuhan ataraksitajisransportasi, akomodasi,
dan layanan lain yang ditunjukkan untuk memenuhbukehan perjalanan

seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan ydaigukinnya hanya untuk
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sementara waktu saja meniggalkan tempat tinggaleggan maksud beristirahat,
berbisnis, atau untuk maksud lainnya.

Berdasarkan seluruh defenisi diatas dapat disinspulkahwa pariwisata
adalah kegiatan yang dilakukan yang dilakukan denge&ninggalkan tempat
tinggalnya ke daerh tujuan wisata untuk sementaasttiw dan bukan untuk
menetap. Kegiatan perjalannya bertujuan untuk nmeaiklayanan dan fasilitas

yang dibutuhkan selama berada diluar tempat timygal

F. Usaha Pariwisata

Menurut Suwartoro (2004:19) usaha pariwisata jugartidan sebagai
kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalaenghasilkan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawda panyelenggaraan
pariwisata. Orang atau sekelompok orang yang mkéakukegiatan usaha
pariwisata disebut pengusaha pariwisata. Usahavisata merupakan kegiatan
bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiataatavisehingga tanpa
keberadaaanya, pariwisata tidak dapat berjalan aerizpik. Dalam industri
pariwisata terdapat berbagai usaha pariwisatay yasttha yang menyediakan
barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuharawaatdan penyelenggaraan
pariwisata. Adanya industri pariwisata adalah imdysng multisektor

Menurut Ida Bagus(2003:24) Usaha pariwisata addtebiatan yang
bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atauyedeakan/mengusahakan
objek wisata dan daya tarik wisata, usaha saranaigata dan usaha lain yang

terkait dengan bidang tersebut. Objek dan dayk ve@gata adalah segala sesuatu
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yang menjadi sasaran wisata. Dalam Undang-UndangoNd0 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan mengklasifikasikan Usahavsata yakni terdiri dari :

a. Daya Tarik Wisata merupakan segala sesuatu yangpuorgmai keunikan,
kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragakedayaan alam, budaya,
dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran latajungan para
wisatawan.

b. Kawasan Pariwisata merupakan usaha yang kegiatamgmabangun atau
mengelola kawasan dengan luas wilayah tertentukumi&menuhi kebutuhan
pariwisata.

c. Jasa Transportasi Wisata merupakan usaha khusgsnamyediakan angkutan
untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

d. Jasa Perjalanan Wisata merupakan usaha biro penaleisata dan usaha agen
perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisatguoielisaha penyediaan jasa
perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dael@egyaraan pariwisata,
Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasegsnan sarana, seperti
pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta rpssmgudokumen
perjalanan.

e. Jasa Makanan dan Minuman merupakan usaha jasadi@smyanakanan dan
minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan pgkégan untuk proses
pembuatan dapat berupa restoran, kafe, rumah mad&arhar/kedai minum.

f. Penyediaan Akomodasi merupakan usaha yang mengedigelayanan
penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayasanipata lainnya. Usaha

penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, gondisata, bumi
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perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasiy#iyang digunakan
untuk tujuan pariwisata.

. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi mieanpusaha yang ruang
lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjui@ama permainan, karaoke,
bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainpgng bertujuan untuk
pariwisata.

. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentigfdi@msi, dan Pameran.
merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatemem sekelompok
orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawanmdtta usaha sebagai
imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakarerpa dalam rangka
menyebarluaskan informasi dan promosi suatu badangjasa yang berskala

nasional, regional, dan internasional.

I. Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha yang edekan data, berita,

feature, foto, video, dan hasil penelitian mengekepariwisataan yang

disebarkan dalam bentuk bahan cetak atau elektronik

j. Jasa Konsultan Pariwisata merupakan usaha yangedi@kgn sarana dan

rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaamgelolaan usaha,
penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

. Jasa Pramuwisata merupakan usaha yang menyediakéau a
mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk mémekebutuhan

wisatawan dan kebutuhan biro perjalanan wisata.
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|. Wisata Tirta merupakan usaha yang menyelenggaraksata dan olahraga
air, termasuk penyediaan sarana dan prasarangasatkinnya yang dikelola
secara komersial di perairan laut, pantai, surigaiau, dan waduk.

m.Spa. Usaha merawatan yang memberikan layanan dengentde kombinasi
terapi air, terapi aroma, pijat, rempah—-rempah @lah aktivitas fisik dengan
tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetappaehatikan tradisi dan
budaya bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan Psaiavmerupakan salah
satu industri baru yang menghasilkan pertumbuhamaki yang cepat dalam
menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasgstandar hidup serta
menstimulasi sektor produktivitas lainnya. Parisasdipandang sebagai industri
yang kompleks karena dalam industri pariwisataajeatl industri-industri yang

berkaitan seperti kerajinan tangan, cindera matagipapan dan transportasi.

G.Tata Cara dan Syarat Memperoleh Izin Usaha Pariwista

Pelaksanaan Prosedur Pendirian Perizinan Usahwigsa berdasarkan
Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014yalaikukan di Kantor Dinas
Penanam Modal Dan Pelayaan Terpadu Satu PintuKetiaiMimemang tidaklah
serumit yang dibayangkan sebelumnya, namun progedsedur yang harus
dijalani sampai dengan seorang pengusaha itu meiepesurat Izin Usaha,
memerlukan waktu yang relatif cukup lama, hal iardna ketatnya pengawasan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan sendiuki menderegulasi
perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin kdmyairi diwilayah

Medan. Setiap usaha masyarakat yang dalam halasuknke dalam jenis usaha
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pariwisata maka pengusaha wajib mendaftarkan temgatanya melalui Kantor

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satukeita Medan.

Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepan Walikq. Kepala Dinas

dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir pgraman yang dilengkapi

dengan syarat administratif, yuridis,teknis, danktwa Syarat adminidtratif

diperlukan utuk memenuhi asek ketatausahaan yangngikan dalam formulir

permohonan pendaftaran usaha pariwisata palingisetBmuat.

a.

b.

Nama Penanggung jawab usaha
Nama perusahaan

Alamat perusahaan

. Bidang usaha

. Jenis usaha

Lokasi usaha

. Nomor telepon perusahaan

. Wakil perusahaan yang dapat dihubugi

Data serta informasi lainnya yang dipersyaratkash ddetentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Syarat yurudis diperlikan dalam pemenuhan aspekdat®mn untuk suatu

penyelenggaraan usaha pariwisata. Syarat tersalng pedikit sebagai berikut:

a. Fotocopi akte pendirian bagi usaha yang berberadiam usaha

b.

C.

Fotocopi KTP pimpinan penanggung jawab usaha
Fotocopi rekomendasi dari asosiasi kepariwisataasua jenisusaha

pariwisata
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d. Fotocopi dokumen kelayakan lingkungan hidup
e. Fotocopi IMB
f. Fotocopi Izin Gangguan (HO)
g. Fotocopi NPWPD
h. Fotocopi pernyataan tidak keberatan dari masyatekasi kegiatan
Syarat teknis diperlukan untuk menunjang kegiatdapdngan yang
terdiri atas:
a. Tempat/lokasi usaha pariwisata
b. Maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata
c. Jenis/tipe prasara usaha pariwisata
d. Gambaran peta bangunan untuk usaha pariwisata
e. Gambaran peta lokasi
f. Persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan parggerundang-undangan.
Setia orang atau badan usaha yang menjalankaat&egisaha pariwisata
wajib meiliki izin berupa Tanda Daftar Usaha Pasata(TDUP). Adapun tahapan
untuk memperoleh TDUP dilakukan melalui proses gebberikut: 1)
Permohonan pendaftaan usaha pariwisata. 2) Pemanikiserkas permohonan
pendaftaran usaha pariwisata dan pemeriksaan lapaByPencantuman kedalam

daftar usaha pariwisata. 4) Penerbitan TDUP. 5)WRakhiran TDUP.

H. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2Qishha
pariwisata adalah usaha menyelenggarakan baramgjada bagi pemenuhan

kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan parivissstha pariwisata tesebut
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meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisataajasansportasi wisata, jasa
perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, p&aedakomodasi,
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, efEmggaraan pertemuan,
perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, ja$armasi pariwisata, jasa
konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tdanspa.

Setiap penyelenggaran uasaha pariwisata wajib likemin usaha yang
berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata. TDUP merupdik&nmen resmi yang
membuktikan bahwa usaha pariwisat yang dilakukaeh gbengusaha telah
tercantum didalam daftar usaha pariwisata. Pendaftasaha pariwisata ditijukan
kepada Walikota cg. Kepala diakukan oleh pemohamgae mengisi formulir
permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarabgsebberikut Syarat
administratif, Syarat yuridis, Syarat teknis dam@y waktu.

TDUP dapat diperoleh melalui proses pendaftaramg ydilaksanakan
setiap badan atau perseorangan yang menyelenggarakaha pariwisata melalui
bebrapa tahapan yaitu Permohonan pendaftaan usalveispta, Pemeriksaan
berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisatapdareriksaan lapangan,
Pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata, RemerdifDUP, dan
Pemutakhiran TDUP

Masa berlaku TDUP itu sendiri berlaku selama pdraga menjalankan
kegiatan usaha kepariwisataan. TDUPwajib didaftangi setiap 3 tahun sekali
dan daftar ulang TDUP dilakukan paling sedikit 3@riHsebelum berakhir masa

berlakunya.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan didalaenelitian ini
adalah metode deskriptif dengan analisi data laidliyaitu proses pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, nsidatk keadaan objek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakia-fgkng tampak atau
sebagaimana adanya.

Menurut Moleong (2006:5), penelitian kualitatif &aa penelitian yang
bermaksud untuk memahamifenomena tentang apa yeatgmd oleh subjek
penelitian, misalnya perilaku, persepsi,motivasiddakan, dan lain-lain, secara
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentui-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaa¢kbagai metode alamiah

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimanaemmghtasi peraturan
Walikota Medan Nomor 29 tahun 2014 tentang tandar afasaha pariwisata
dalam rangka peleksanaan pendaftara izin usahagadsi di Dinas Penanaman

Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
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B. Kerangka Konsep
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Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembaegan maka konsep

dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MEDAN

Feed Back -

Pelaksanaan
Pendaftaran 1zin Usahpe
Pariwisata

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2014 DALAM

RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN

USAHA PARIWISATA

Adanya proses penyampaian informasi kebi

an

dari pembuat kebijakan kepada pelaksana

kebijakan.

Adanya dukungan sumber daya manusg

anggaran, fasilitas dan wewenang yang di beri
pemerintah dalam mejalankan kebijakan.

a’l
kan

Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab

dari pelaksana kebijakan dalam pelaksan
kebijakan .

Adanya pedoman atau aturan-aturan da
pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata

Aan

am
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C. Definisi Konsep

Konsep adalah istikah atau defenisi yang akan digam untuk
menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaamp@ioatau individu yang
menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Menurut Moleong konsep adalah istilah atau defiyasig akan digunakan
untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keded@ampok atau individu
yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran umntugmpersempit
penelitian yang diteliti.

1. Kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorasg stkelompok orang
untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkaelain itu, kebijakan
juga merupakan serangkaian pilihan yang mempuryaiifigan satu sama
lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidakuat.

2. Kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarartuk mencapai
tujuan tersebut dan hal-hal yang diputuskan peradrinntuk dikerjakan
dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk taikkrjakan.

3. Implementasi kebijakan adalah proses untuk memédm kebijakan baik
berbentuk undang-undang, peraturan, keputusank umgncapai tujuan
yang telah ditetapkan.

4. Perizinan adalah instrumen kebijakan pemerintabkuntengendalikan atas
eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan olehktivitas sosial

maupun ekonomi.
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5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisaig gaukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh makg#r pengusaha,
pemerintah dan Pemerintah Daerah

6. Usaha pariwisata adalah usaha keseliruhan usahayaeg dapat dinikmati
wisatawan semenjak awal mula proses ketertarikatukurberwisata,
menikmati lokasi daerah tujuan wisata sampai padses akhir wisatawan
tersebut pulang menginjakkan kakinya sampai di hymkemudian

mengenangnya.

D. Kategorisasi
Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengsikaitu variabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yampjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari variabesebut:
1. Adanya proses penyampaian informasi kebijan damipmt kebijakan
kepada pelaksana kebijakan.
2. Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaranlitafasidan
wewenang yang di berikan pemerintah dalam mejatak&hijakan.
3. Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab delaksana kebijakan
dalam pelaksanaan kebijakan
4. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksatzaaa daftar
usaha pariwisata
E. Narasumber
Narasumber dalam penulisan ini adalah sebagaiuierik

1. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Usaha Dan TBxadar
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Nama : Dra. Hj. Siti Wiridiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan :IV/a

Umur : 56

. Kepala Seksi Pelayanan Tanda Daftar

Nama . Edi Saputra, SE
Jenis Kelamin . Laki-Laki
Golongan liid

Umur 57

. Staf Seksi Pelayanan Tanda Daftar

Nama . Irvan Abdillah Rambe, S.Sos
Jenis Kelamin . Laki-Laki

Golongan li/a

Umur 43

. Pelaku Usaha Pariwisata sebanyak 2 orang

Nama : Muhammad Ridoan Rangkuti

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Jabatan : pemilik rumah makan rangkuti khas tapselina
Umur : 65

Nama : Anwar Parimpunan Lubis

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Jabatan : pemilik publico street cafe

Umur 124
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F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam psanulskripsi ini
adalah:
1. Data Primer, yang terdiri dari:

a. Wawancara, antara lain:

1) Terbuka, peneliti bertanya kepada responden kentang fakta-fakta
suatu peristiwa dan opini mereka mengenai perisyavey ada.

2) Fokus, responden diwawancarai dalam waktu yangegsemtan

3) Terstruktur, menggunakan pertanyaan yang terstruktu

b. Observasi,

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengasaadira langsung
terhadap objek penelitian kemudian mencatat gegejala yang
dikemukakan dilapangan untuk melengkapi data-datag ydiperlukan
sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan perrhasgienelitian.

2. Data Sekunder

a. Kepustakaan

Peneliti menggunakan data-data yang relevan depganasalahan yang
diteliti yang diperoleh dari buku dan reverensri@a@askah lainnya. Data

yang diperoleh merupakan data sekunder dan diganaebagai

pendukung dalam analisis data.
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b. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dategea menggunakan
catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang adaadilpknelitian atau

sumber-sumber lain yang terkait dengan objek pibseli

G. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menurut Moleof®906:121) adalah
proses pengorganisasian dan menurut data kedaldem laiegori dan satuan
uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema sedaai dengan yang
disarankan oleh data.
Tahapan analisis data tersebut diatas adalah Sédmdaut:
1. Reduksi Data
Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan parhapada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformaskatda yang muncul
dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dari pemmulan data yang ada
kemudian direduksi untuk pengorganisasian datandatf@emudahkan
menarik kesimpulan/verivikasi.
2. Penyajian Data
Sebagai sekumpulan informasi yang tersususun merkberungkinan
adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tinddksa yang disajikan
secara tertulis. Berdasarkan kasus-kasus factng saling berkaitan dan
dalam penyajian data ini digunakan untuk memahg@aiyang sebenarnya

terjadi.
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3. Menarik Kesimpulan
Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mercattzraturan, pola-
pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungklur sebab akibat
dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan jugeedfikasi selama

penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.

H. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Beaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di JI. Jendral B&sdnl Haris Nasution No. 32
Lt I Medan. Waktu penelitian akan dilakasanakadgpaulan Ferbruari sampai

Maret 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanarerpadu

Satu Pintu Kota Medan

Pembentukan Instansi Penanaman Modal telah mgdddini cukup panjang.
Sejak intruksi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyoetalu Inpres No. 3 Tahun
2006 yang meminta percepatan finalisasi RUU Penanaviodal yang tertahan
selama tujuh tahun, penyederhanaan proses Periieaanaman Modal hingga
realisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pirlgyatan lembaga Penanaman
Modal mengalami dinamika berkenaan dengan payukgrhoya.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang PenananuatalMikhirnya
disahkan merespon intruksi Presiden No. 3 Tahun6.2@alah satu butir

pentingnya adalah amanah tentang wewenang daeratvin$ir dan
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Kabupaten/Kota untuk mengurus bidang Penanaman IMadg ada di wilayah

nya masing-masing.Peraturan Pemerintah No. 38 TaA0i dikeluarkan untuk

membagi kewenangan urusan Pemerintahan ke daeralbid@ang Penanaman
Modal adalah salah satu bidang urusan yang didglega se Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Pada tahun yang sama , PP No. HinT2007 ditandatangani
untuk mengatur struktur organisasi perangkat dadéatang Penanaman Modal
dinyatakan ada dalam bentuk Badan atau Kantoraréugg besaran variabel
pengukur daerah tersebut. Kedua Peraturan Pentetersebut telah menjelaskan
pula bahwaPelayanan Terpadu Satu Pintu diselerggaraleh instansi yang
mengurusi Bidang Penanaman Modal.

Namun setahun kemudian, pada Tahun 2008 MenteranDaNegeri
mengeluarkan peraturan yang cukup aneh. Peratuemdddri No. 20 Tahun
2008 mengatakan bahwa unit Pelayanan Perijinana@lardibentuk sebagai satu
organisasi yang berdiri sendiri. Meskipun telah anghbar PP 41/2007 yang
secara kedudukan hukum berada diatas Permendaperdpa daerah ternyata
melaksanakan ketentuan itu termasuk Provinsi Sumattara dan Kota Medan
maka berdirilah Badan Pelayanan Perijinan Terpd&gRRT ).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkaniu?araPresiden No.
27 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Pelayanandle8adu Pintu (PTSP)
dilaksanakan oleh perangkat daerah Penanaman Mimlal bukan sebagai
organisasi yang berdiri sendiri. Pada tahun 201djeteng akhir masa jabatannya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mendgamaPeraturan Presiden

No. 97 Tahun 2014 yang isinya sebenarnya mengulaigran bahwa
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pelaksanaan PTSP harus berada di instansi Penandhoaial. Kali ini
nomenklaturnya ditentukan dengan gambling, Badanamaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).

Pada pertengahan tahun 2016 Pemerintah mengelupd@turan yang
ternyata sama sekali berbeda dengan peraturarnsgmraterdahulu. Peraturan
pemerintah No.18 Tahun 2016 yang dikeluarkan padanbjuni menyebutkan
bahwa Bidang Penanaman Modal dibawahi oleh sebirdis DPada tahun 2017
tepatnya pada bulan januari, Badan Penanaman M@RM) dan Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan tbkganti nama menjadi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu @MPTSP) Kota
Medan.

Dalam rangka Good Govermance maka Pelayanan Prima kepada
masyarakat secara sederhana, jelas, aman, tramspéisgen, ekonomis, adil dan
tepat waktu. Mutlak harus dilaksanakan agar dapahinerikan kepuasan kepada
masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang khiagi Pananaman Modal
dan Investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomiyamsd@t Kota
Medan.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahud4 2@ntang
Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahpantypemberian otonomi
adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanankdsejahteraan yang
semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kamdiemokrasi, keadilan
dan pemerataan. Jadi kualitaslayanan aparatur peaierkepada masyarakat
merupakan indikator keberhasilan otonomi daerathuBengan dengan hal

tersebut, maka Pemerintahan Kota Medan membenm&sCPenanaman Modal
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dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesngad Peraturan Daerah

Kota Medan Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah.

2. Visi Misi Dan Tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelganan

Terpadu Satu Pintu

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Batu Kota
Medan adalah :

“Terwujudnya Iklim Investasi yang menarik dan Kosdu dengan
Dukungan Pelayanan Prima Perizinan dan PenanamdalMotuk Mewujudkan
Medan Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdagen§, Humanis, Sejahtera
dan Religius”.

Sedangkan misi dari Dinas Penanaman Modal dan &edayTerpadu Satu
Pintu tersebut adalah:

a. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan.

b. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan.

c. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan koridus

d. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizigang sederhana,

transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian huku

Tujuan dari pendirian Dinas Penanaman Modal Damay@ebln Terpadu Satu
Pintu Kota Medan antara lain:

a. Penyederhanaan prosedur perizinan penanaman moglalumPTSP

bidang penanaman modal.
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b. Peningkatan koordinasi di tingkat Pemerintah Pr&ivirmaupun

pemerintah Kota Medan dengan dunia usaha dan staleelpenanaman
modal.

Pembangunan sistem informasi dan promosi yang iefedtta berbasis
teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yangkada luas.
Peningkatan infrastruktur, sumber energi, jaminaerukaha serta

keamanan berinvestasi.

e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima perizinanmamperizinan.

3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Rganan

Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Dan PelayangraderSatu Pintu

Kota Medan adalah membantu Wali Kota Medan dalatakganaan urusan

pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayargadt satu pintu.

Fungsi dari Dinas Penanaman Modal Dan PelayanapadierSatu Pintu Kota

Medan adalah:

a.

Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidanghaera modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidarapaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penh@rntebidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan jngigasnya;
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e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atasirgergerundang-
undangan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WataKerkait dengan tugas

dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan alat untuk memban&anajemen dalam
mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat nid@rpgngaruh yang besar pada
anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadepudsan dan kinerja
karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sighagt Struktur organisasi
menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, lodigokkan dan
dikoordinasikan secara formal. Dari struktur orgesnsini akan jelas terlihat
adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jaasing-masing bagian
organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantapatiap bagian tersebut. Jadi,
dengan adanya struktur organisasi yang baik dimuokghk tiap-tiap orang yang
bekerja dengan efektif dan efesiaen dalam mencapaan yang lebih jelas
ditetapkan dalam organisasi.

Melihat struktur organisasi yang ada di Dinas Panan Modan Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menetagtkaktur organisasi yang
berbentuk garis, yang menggambarkan hubungan atarb secara horizontal
dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawaiiale@®leh karena itu para
bawahan mengenal seseorang atasan dan petangguaitzpfadiberikan sesuai
dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam haludiah dilakukan pengawasan

dan pengambilan wewenang terhadap bawahan.
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Susunan Organisasi yang terdapat pada dinas Peaandfodal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu : 1) Kepala £)iBpSekretaris, terdiri dari :
(@). Sub Bagian Umum; (b). Sub Bagian Keuangan &)b Bagian
Kepegawaian; 3). Bidang Pengolahan Data, Perencatea Pengembangan; 4)
Bidang Promosi Penanaman Modal; 5) Bidang PengemdaPelaksanaan
Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelapaiayanan; 6) Bidang
Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar; 7)nBiderizinan Tata Ruang,
Perhubungan dan Lingkungan Hidup; 8) Bidang PaizinKesehatan,
Ketenagakerjaan dan Perizinan Lainnya. Dan setaanb dilengkapi dengan tim

teknis.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data
Di dalam bab ini, penulis akan menyajikan sebuala-data yang
diperoleh dari hasil Penelitian di lapangan melad@buah metode-metode
penelitian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu
Setelah mengumpulkan data terkait dengan implersiekedijakan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata di Dinas Penanaman ModaPadayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Pemerintahan Kota Medan dari berbagrasumber, yakni
para pelayan publik di DPMPTSP Pemko Medan seldkakpyang merumuskan
dan mengimplementasikan TDUP dalam penyelengggsakyanan perijinan,
serta informan tambahan dan responden yakni mdsjtasgbagai responden
selaku pelaku usaha pariwisata, maka dalam bgiemilis akan menyajikan data
yang telah diperoleh selama melakukan penelitialaghngan untuk selanjutnya
dapat dianalisis berdasarkan teori-teori yang tetiipaparkan pada bab
sebeumnya.
1. Fasilitas di Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan Tpadu Satu
Pintu Kota Medan
Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggdasgapan perijinan
terpadu, DPMPTSP Kota Medan mendukung kegiatanygetmnya secara
maksimal dengan menyediakan berbagai fasilitas ykpat membantu seluruh

pegawainya agar dapat bekerja secara efektif dsierefSelain fasilitas bagi para
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pegawai, DPMPTSP Kota Medan juga menyediakan tasilbagi masyarakat
yang datang untuk mengurus perijinan di DPMPTSPaKbtedan. Hal ini
bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepubagh masyarakat atas
pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Medatap@in fasilitas-fasilitas
yang tersedia di kantor DPMPTSP Kota Medan gunaumang kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan, yaitu :
a. Sarana dan Prasarana, seperti :
1) Gedung DPMPTSP Pemko Medan yang terletak di ldhtdan Il
berlokasi di Jalan A.H Nasution Nomor 32, Medan
2) Sistem jaringan komputer yang terintegrasi
3) Sistem antrian elektronik
b. Loket Pelayanan
1) Memiliki loket layanan yang terpisah antara froffitice dan back
office
2) Diterapkannya pembukaan loket pada jam istirahat
c. Fasilitas Keamanan
1) Pemasangan CCTV di 14 titik, 9 titik di lantai a5 titik di lantai
1l
2) Penyediaan jasa keamanan kantor dengan 3 tenagmpétamanan
d. Ruang Tunggu dan Ruang Kerja
1) Adanya ruang tunggu yang bersih dan nyaman bagrarest
2) Adanya ruang kerja yang nyaman bagi pegawai deigangkapi

berbagai fasilitas pendukung
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3) Ruang arsip dengan lemari arsip dorong
4) Buku saku perijinan
5) Papan pengumuman
6) 2 (dua) buah televise yang menampilkan secara biggamengenai
informasi perijinan dan nomor antrian
e. Fasilitas Pengaduan
1) Kotak pengaduan/kotak saran
2) Telepon hotline (061) 7852253
3) SMS Center Pemko Medan
4) Faxsimile (061) 7852254
5) Meja Customer Service sebagai tempat penerimaagadean
6) Sarana pengaduan melalui website resmi DPMPTSP ¢ dénekdan

http//www.dpmptsp.pemkomedan.go.id

2. Data Pegawai ASN di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu
Satu Pintu
Adapun data pegawai ASN yang terdapat di Dinasieman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu berdasarkan golonganjehis kelamin dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Data pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin
Golongan/Ruang Laki-Laki Perempuan
Iv/d - 1

IV/b 2 1
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IV/a 4 5
l/d 15 9
ll/c 6 10
/b 27 30
[li/a 10 10
li/d 7 3
ll/lc 3 5
/b 2 -
ll/a 1 -
Honorer 1 -
Jumlah 78 74

Sumber : Dinas Penanman Modal Dan Pelayanan Te®aduPintu Kota Medan
3. Data Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan para narasumber disCRemanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan petaiat menyajikan datanya
meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan pambuat kebijakan
kepada pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara hari kamis 22 feb2@tB puku 10.00 wib
dengan Dra. Hj. Siti Wiradiyah selaku kepala bidpegjinan pelayanan perijnan
ussha dan tanda daftar dalam kaitannya dengarbasaa Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyampakaaturan walikota

Medan nomor 29 tahun 2014 tentang tanda daftaraugeniwisata, beliau
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mengatakan cara penyampaian kebijakan tentang taaiiar usaha pariwisata
kepada masyarakat selaku pelaku usaha dengandsekernp dengan dinas terkait
dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan parizidébta Medan yang
melakukan proses penyampaian kebijakan melalualgssi langsung kepada
masyarakat. Terkat dengan informasi mengenai gaha pariwisata yang disebut
dengan tanda daftar usaha pawirisata pihak Dinasarfdean Modal Dan
PelayananTerpadu Stau Pintu Kota Medan sudah miekged website yang
berisi tentang informasi izin usaha pariwisata y#mp langsung diakses oleh
masyarakat. Menurut beliau mengenai peraturan \Maliledan nomor 29 tahun
2014 sudah cukup jelas dan sudah dilaksanakan &MAJIBSP Kota Medan
dengan baik disesuai dengan peraturan yang berlaku

Berdasarkan hasil wawancara hari kamis 22 feb@Gk8 pukul 11.00 wib
dengan Edi Saputra, SE selaku kepala seksi pelayterada dafar dalam
kaitannya dengan cara Dinas Penanaman Modal DaydPeln Terpadu Satu
Pintu Kota Medan menyampaikan peraturan walikotaddvienomor 29 tahun
2014 tentang tanda daftar usaha pariwisata, belieangatakan penyampainya
dengan masyarakat bisa mengakses website resmi DBRIRota Medan yaitu
http//www.dpmptsp.pemkomedan.go.id. Dalam websiteebut tedapat informasi
mengenai TDUP tentang syarat-syarat dan tata cemaaftarannya. Adapun
kendala yang dihadapi DPMPTSP dalam penyampainjakain adalah belum
dibentuknya tim khusus yang mensosialisakan tentengla daftar usaha

pariwisata. Menurut beliau mengenai peraturan VétikMedan nomor 29 tahun
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2014 sudah dilaksanakan terlaksana dengan baBP#MPTSP Kota Medan
dengan baik disesuai dengan peraturan yang berlaku

Berdasarkan hasil wawancara hari jum’at 23 felbr@@L8 pukul 10.00
wib dengan Irvan Abdillah Rambe, S.Sos selaku stli pelayanan tanda dafar
dalam kaitannya dengan cara Dinas Penanaman MatalF@layanan Terpadu
Satu Pintu Kota Medan menyampaikan peraturan waliktedan nomor 29 tahun
2014 tentang tanda daftar usaha pariwisata , belimngatakan proses
penyampainya dilakukan oleh dinas terkait yakni a3inKebudayaan Dan
Pariwisata Kota Medan dan bisa mngakses website IFBW Kota Medan.
Untuk DPMPTSP Kota Medan sendiri berperan melayauaisyarakat yang
melakukan pendaftar izin usaha pariwisata dan péaaer tanda daftar usaha
pariwisata bagi pelaku usaha. Kendala dalam penggbgaan tanda daftar usaha
pariwisata masih kurangnya partisipasi pelaku uganavisat dalam kepemilikan
TDUP khusus pada usaha pariwisata mikro kecil. W&nbeliau peraturan
tentang tanda daftar usaha pariwisata sudah plitenadi DPMPSP Kota Medan
sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum’at 24 felbr@@i8 pukul 14.00
wib dengan Muhammad Ridoan Rangkuti selaku pelakaha ruma makan
rangkuti khas tapsel-madina dalam kaitannya dengmma Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medamyampaikan peraturan
walikota Medan nomor 29 tahun 2014 tentang tandtadasaha pariwisata |,
beliau mengetahui peraturan ini setelah Dinas Kapaah Dan Pariwisata

melakukan pembinann dan pengawasan ke tempatnyaal@engurusan TDUP
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itu dilakukan di DPMPTSP Kota Medan. Kendala yangngkin dihadapi
DPMPTSP Kota dan dalam penyampaian kebijakan imilahdtidak adanya
sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP Kota Medan tipapelaku usaha.
Menurut beliau tentang peraturan ini sangat bagus mklaku usaha mendapat
kepastian hukum dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara hari senin 26 feb2@dr8 pukul 11.00 wib
dengan Anwar Parhimpunan Lubis selaku pemilik us@bbblico street caffe
dalam kaitannya dengan cara Dinas Penanaman MatalF@layanan Terpadu
Satu Pintu Kota Medan menyampaikan peraturan waliktedan nomor 29 tahun
2014 tentang tanda daftar usaha pariwisata , behaengatakan yang
menyampaikan informasi keijakan ini yakni Dinas KHeéayaan Dan Pariwsata
Kota Medan melalui sosialisasi yang dilakukan dehpolonia Medan tanggal 19
desember 2016. Kendala yang di hadapi DPMPTSP méalam penyampaian
kebijakan ini adalah masih minimnya pengetahuan yarakat tentang
penyelenggaraan TDUP yang dilaksanakan di DPMPTS&lakl Adapun
pendapat beliau tentang kebijakan TDUP ini sangatiguntungkan bagi pelaku
usaha pariwisata sebab pihak di Dinas KebudayaanPdaiwisata kota Medan
akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha ul@péit meningkatkan
usahanya.

b. Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran iljlitées dan
wewenang yang diberikan pemerinah dalam menjalak&hijakan.
Berdasarkan hasil wawancara hari kami 22 februati82puku 10.00 wib

dengan Dra. Hj. Siti Wiradiyah selaku kepala bidpegjinan pelayanan perijnan
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ussha dan tanda daftar dalam kaitannya denganli@nga sumber daya manusia,
anggaran , fasililitas dan wewenang yang dibergg@merinah dalam menjalankan
kebijakan.di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanapadla Satu Pitu Kota
Medan, beliau mengatakan pegawai yang bekerjaidssidah sesuai dengan
bidangya dan suadah melakasanakan tugasnya sesugénd peraturan yang
berlaku. Namun dalam bidang pariwisata pegawainyasiim sedikit yang
berlatarbelakan pendidikan pariwisata, disebablesaria urusan usaha pariwisara
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduPatw Kota Medan ini
masih tergolong baru. Adapun fasilitas yang teesediDinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan inlakd&8istem jaringan
komputer yang terintegrasi, Sistem antrian elekramang tunggu yang nyaman
bagi masyarakat ruang kerja yang nyaman bagi pegalaa Meja Customer
Service sebagai tempat penerimaan pengaduan. Agamdapat beliau tentang
sumber daya pendukung yang di berikan pemerintimdaelayanan pendaftaran
izin usaha pariwisata sudah terpenuhi dengan laikdgpergunakan dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara hari kamis 22 feb@Gk8 pukul 11.00 wib

dengan Edi Saputra, SE selaku kepala seksi pelayterada dafar dalam
kaitannya dengan tersedianya sumber daya manusjgaran , fasililitas dan
wewenang yang diberikan pemerinah dalam menjalarkebijakan.di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pita Ktgdan, beliau
mengatakan sumber daya manusia yang terdapat diPDBM Kota Medan
khusus pada pelayanan pendaftaran izin usaha patawvi sudah tersedia dan

mempunyai keahliaan dalam bidang pelayanan admasist Pelaksaan
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pendaftaran izin usaha pariwisata di DPMPTSP Kotd&h sudah menjalanka
tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Basiliang tersedia dalam
pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata di DP8HPKota Medan antara lain
Ruang tunggu bagi masyarakat yang nyaman, lokelaartersistem elektronik,

2 (dua) buah televise yang menampilkan secara b@gamengenai informasi

perijinan dan nomor antrian fasilitas keamanan irier8 orang satpam,

pemasangan 14 titk CCTV dan lain-lain.  Menurutlide sumberdaya

pendungkung yang diberkan pemerintahan sudah tgpcudan dipergunakan

semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum’at 23 febr2@ti8 pukul 10.00 wib
dengan Irvan Abdillah Rambe, S.Sos selaku stafi ggidayanan tanda dafar
dalam kaitannya dengan tersedianya sumber dayasmaranggaran , fasililitas
dan wewenang yang diberikan pemerinah dalam mek@atakebijakan.di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pita Ktgdan, beliau
mengatakan pegawai pada DPMPTSP Kota Medan ditearpabda bidang yang
sesuai dengan keahliannya dan sudah melakukan $agaai dengan aturan yang
belaku di DPMPTSP Kota Medan berdasarkan peratyaag berlaku. Fasilitas
yang disediakan pada DPMPTSP Kota Medan antaraald@mya ruang tunggu
yang bersih dan nyaman bagi masyarakat, adanyg kexja yang nyaman bagi
pegawai dengan dilengkapi berbagai fasilitas pewmdgkuang arsip dengan
lemari arsip dorong,sistem jaringan komputer yamgntegrasi, sistem antrian
elektronik dan fasilitas keamanan berupa pemasa@@arV di 14 titik, 9 titik di

lantai 1l dan 5 titik di lantai Ill. Beliau mangatan bahwa sumberdaya pendukung
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yang diberikan pemerintah sudah dipergunakan dersgraik mungkindan
semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum’at 23 febr2@ti8 pukul 11.00 wib
dengan Muhammad Ridoan Rangkuti selaku pelaku usaha makan rangkuti
khas tapsel-madina tanda dafar dalam kaitannyaatetegsedianya sumber daya
manusia, anggaran , fasililitas dan wewenang yahgritan pemerinah dalam
menjalankan kebijakan.di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pitu Kota Medan, beliau mengatakan bahwa pegawda @PMPTSP Kota
Medan sudah memperikan pelayanan yang cukup baikaseéengan peraturan
yang berlaku. Namun dalam penerbitan TDUP masilaktidesuai dengan
peraturan yang berlaku dimana waktu penerbitannging lambat 1 hari
kerjasetelah permohonan pendaftaran usaha pamwdsayatakan atau dianggap
lengkap. Fasilitas yang disediakan dalam pelayawatah cukup baik seperti
ruang tunggu yang nyaman, adanya televisi yang mpitkan informasi
perijinan dan nomor antrian dan fasilitas keamaysarg baik. Adapun pendapat
beliau mengenai sumber daya pendukung yang dimep&eerintah sudah cukup
baik namun harus meningkatkan lagi mengenai surdaga manusianya yang
berlatarbelakang pendidikan mengenai pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara hari senis 26 feb20d8 pukul 14.00 wib
dengan Anwar Parhimpunan Lubisselaku pelaku usahhblieo street caffe tanda
dafar dalam kaitannya dengan tersedianya sumbea d@gnusia, anggaran ,
fasililitas dan wewenang yang diberikan pemerinablamd menjalankan

kebijakan.di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanapadla Satu Pitu Kota
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Medan, beliau mengatakan bahwa pegawai pada DPMKB&P Medan sudah
memberikan pelayanan dengan baik dan sopan kepasigarakat. Namun dalam
penerbitan TDUP masih ada keterlambatan. Fasijtasy disediakan dalam
pelayanan sudah memadaiyang membuat masyarakatiny@dapun pendapat
beliau mengenai sumber daya pendukung yang dilmep&eerintah belum cukup
dan harus menambahkan lagi bidang yang mengurussahapariwisata.
c. Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab piak pelaksana kebiakan
dalam pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara hari kami 22 februatB2ouku 10.00 wib
dengan Dra. Hj. Siti Wiradiyah selaku kepala bidpegjinan pelayanan perijnan
ussha dan tanda daftar dalam kaitannya dengamk@rgikap yang bertanggung
jawab dari pihak pelaksana kebijakan dalam pelaaarkebijakan di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pita Ktgdan, beliau
mengatakan usaha yang dilakukan pihak dinas dalamatakan pelaksanaan
pendaftaran izin usaha pariwisata sudah dilaksand&agan baik. Adapun usaha
yang dilakukan pihak Dinas dalam meningkatkan pelap pendaftaran izin
usaha pariwisata dengan membuat program pendaftsgeara online yaitu
program sms gateway. Adapun komitmen dari pihaka®ikepada pelaku usaha
berupa persyaratan yang harus dilengkapi pelakiiaudan akan di periksa oleh
tim teknis dari instansi terkait untuk dapat mertkdmn izin. Menurut beliau usaha
yang dilakukan pihak dinas sudah diterapkan derlgk dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, namun dalam kerjasama deimgdasi terkait masih

perlu ditingkatkan lagi, agar proses perijinankideemakan waktu yang lama.
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Berdasarkan hasil hari kamis 22 februari 2018 pdkud0 wib dengan Edi
Saputra, SE selaku kepala seksi pelayanan tanda dalam kaitannya dengan
perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihakaksana kebijakan dalam
pelaksanaan kebijakan di Dinas Penanaman ModalHatayanan Terpadu Satu
Pitu Kota Medan, beliau mengatakan usaha dinas mdataelaksanakan
pendaftaran izin usaha pariwisata dengan cara mghka@i fasilitas yang
diperlukan pegawai dalam pelayanan dan memberi&saitiths pelayanan yang
nyaman bagi masyarakat. Usaha yang dilakukan pilireds dalam menjalakan
pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ssdalah sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Adapun komitmen dari pibalas kepada pelaku usaha
berupa persyaratan yang harus dilengkapi pelakhaubardasarkan peraturan
walikota medan nomor 29 tahun 2014.Menurut belidakpdinas perlu membuat
tim teknis yang bertugas melakukan pengecekan ¢granuntuk melihat
kesesuaian antara ijin yang dimohonkan dengan gdagli lapangan.

Berdasarkan hasil hari jum’at 23 februari 201&uy 10.00 wib dengan

Irvan Abdillah Rambe, S.sos selaku staf seksi pelag tanda dafar dalam
kaitannya dengan perilaku/ sikap yang bertanggam@lp dari pihak pelaksana
kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan di Dinas fmenan Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota Medan, beliau atekgnsetiap pegawai
DPMPTSP Kota Medan selalu berupaya untuk melaksamalkgas-tugasnya
secara maksimal. Hal itu dapat dilihat dari kepatukeluruh pegawai DPMPTSP
Kota Medan untuk menjalankan kegiatan pelayanaifin@er dengan berpedoman

pada prosedur dan peraturan perundangan yang b&tim proses pengurusan
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ini pihak dinas memberikan persyaratan yang harlsndkapi pelaku usaha dan
tim teknis dari dinas tekait akan melakukan pensaak langsung kelapangan.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum’at 23 febr@@d8 pukul 11.00
wib dengan Muhammad Ridoan Rangkuti selaku pelakaha ruma makan
rangkuti khas tapsel-madina tanda dafar dalam rkay dengan perilaku/ sikap
yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kedmjatalam pelaksanaan
kebijakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanapafla Satu Pitu Kota
Medan, beliau mengatakan pihak DPMPTSP Medan malayasyarakat dengan
baik dan sesuai dengan nomor antrian beserta rusnggu yang nyaman bagi
masyarakat. Pendaftaran izin uasaha pariwisata ydagukan di DPMPTSP
Kota Medan Sudah Sesuai dengan peraturan yangbedaapun persyaratan
yang harus dilenglakapi oleh pelaku usaha yaknrasyadministratif, syarat
yuridis dan syarat teknis. Menurut saya semua pagBWMPTSP Kota Medan
sudah berpenampilan rapi, tidak ada yang sembrarpakaiannya. Kalau
masalah fasilitas di kantor ini, bagi saya DPMPTK&a Medan ini sudah
memiliki fasilitas yang lengkap khususnya bagi granang yang dtang untuk
mengurus ijin disini.

Berdasarkan hasil wawancara hari senis 26 feb20d:8 pukul 14.00 wib
dengan Anwar Parhimpunan Lubis selaku pelaku ugatzblico street caffe
tanda dafar dalam kaitannya dengan perilaku/ syleaqy bertanggung jawab dari
pihak pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kabijak Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota Medalialb mengatakan pihak

dinas sudah melaksanakan tugasnya dengan baiketarjdbsemaksimal mungin
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dan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah se$emgan peraturan yang
berlaku. pelaku usaha harus melengkapi persyasatiani syarat administratif,
syarat yuridis dan syarat teknis. Menurut sayakpifiaas sudah melaksanakan
tugasnya dengan dan bertanggung jawab dengan fiagasn
d. Adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksatsaaa daftar usaha
pariwisata

Berdasarkan hasil wawancara hari kamis 22 feb2@tB puku 10.00 wib
dengan Dra. Hj. Siti Wiradiyah selaku kepala bidpegjinan pelayanan perijnan
usha dan tanda daftar dalam kaitannya dengan pedataa aturan-aturandalam
pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata. Adapgnyeenjadi pedoman dini
yaitu struktur organisasi dan SOP, struktir orgasiiyang terdiri dariDPMPTSP
Kota Medan ini sama sekali tidak rumit, karena l@aterdiri atas Kepala Dinas,
Sekretaris, Bagian Tata Usaha yang terdiri atasb3bsgian (sub bagian umum,
keuangan, dan kepegawaian), kelompok jabatan fomgsi bidang pelayanan
perijinan 6 bidang danTim Teknis yang anggotanyauggan dari pegawai
DPMPTSP Kota Medan bersama jajaran satuan kergngkat daerah (SKPD)
terkait..Salah satu yang menjadi kendala disinutpebdanya dibentuk bidang
yang mengurusi khususnya bidang usaha pariwisateakmasih tergolong baru
di DPMPTSP Kota medan.Menurut beliau, peraturamtpean ini perlu di
sosialisasikan lagi kepada masyarakat, supayantujaa peraturan ini tercapai.

Berdasarkan hasil hari kamis 22 februari 2018 pdHu00 wib dengan Edi
Saputra, SE selaku kepala seksi pelayanan tand@r ddalam kaitannya

denganpedoman atau aturan-aturandalam pelaksareaha tdaftar usaha
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pariwisata.Adapun pedoman dalam pelaksanaan kehijaki mengacu pada
struktur organisasi dan standar operasional proes€8OP) yang berlaku di
DPMPTSP Kota Medan.persyaratan yang harus dilengb@pku usaha ada 3
yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syateknis.Salah satu yang
menjadi kendala disini kurangnya pegawai yang barldelakan pendidikan
pariwisata karna masih tergolong baru di DPMPTSRaKoedan. menurut saya,
peraturan-peraturan ini sangat menguntung bagi kpel&karna dapat
mengembangkan usahanya mudah karna dibantu peaferint

Berdasarkan hasil hari jum’at 23 februari 201&ypul0.00 wib dengan
Irvan Abdillah Rambe, S.sos selaku staf seksi pelag tanda dafar dalam
kaitannya denganpedoman atau aturan-aturandalaakspelan tanda daftar
usaha pariwisata.Semua pegawai yang bekerja di OMRPKota Medan
berpedoman pada struktur organisasi dan standaasipeal yang berlaku di
DPMPTSP Kota Medan. Persyaratan yang dilengkapkpealsaha sesuai dengan
yang tercantum di dan peraturan walikota medan mnae8otahun 2014 yakni
syarat administratif, syarat yuridis dan syaratnielSalah satu yang menjadi
kendala disini kurangnya pengentahuan masyarakaitang pentingya
kepemilikan TDUP ini dan perlu disosialisasikan ilagnurut beliau,
pelaksanaannya di dinas ini sudah dilaksanakanase®ngan peraturan yang
berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum’at 23 febr2@ti8 pukul 11.00 wib
dengan Muhammad Ridoan Rangkuti selaku pelaku usaha makan rangkuti

khas tapsel-madina tanda dafar dalam kaitannyaaigegioman atau aturan-
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aturandalam pelaksanaan tanda daftar usaha pddwiba&liau mengatakan

pedoman TDUP selama ini adalah peraturan mentegidag pendaftaran usaha
pariwisata, peraturan daerah tentang kepariwisatdam peraturan walikota

tentang TDUP. Menurut beliau tidak ada kendalalitas di DPMPTSP medan

sudah memenuhi kebutuhan dan pihak dinas sudalalaekgn tugasnya dengan
cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara hari senis 26 feb20d8 pukul 14.00 wib
dengan Anwar Parhimpunan Lubis selaku pelaku ugatzblico street caffe
tanda dafar dalam kaitannya denganpedoman atauanadturandalam
pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata,pedord&fP Tselama ini adalah
peraturan menteri tengtang pendaftaran usaha gatayiperaturan daerah tentang
kepariwisataan dan peraturan walikota tentang TEddWtas di DPMPTSP
medan sudah memenuhi kebutuhan, namun dalam peagurizin usaha
pariwisata harus meningkatkan kerja sama dengaasdiarkait yaitu dinas
pariwisata. Menurut beliau pelaksanaan tanda daftaha pariwisata sudah

dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturarbgdagu.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikatkan pémeliti di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Medaka i uraikan hasil
wawancara dengan narasumber terkai dengan ImptasidParaturan Walikota
Medan Nonor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar &$driwisata Dalam
Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Paawysaiy dikategorisasikan

kedalam adanyaproses penyampaian informasi kehijd&a pembuat kebijakan
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kepada pelaksana kebijakan, adanya dukungan suayergang diberikan
pemerintah dalam menjalankan kebijakan, adanya lagefi sikap yang
bertanggung jawab dari pelaksana kejakan dalam alaehjan kebijakan dan
adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksaiaadia daftar usaha
pariwisat.
1. Adanyan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat

kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, pelakdabijakan harus
menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat danntgde untuk
melaksanakannya telah dibuat. Salah satunya ddjpedt dlari komunikasi yang
terjalin diantara pelaksana kebijakan dalam halypewpaian keputusan serta
sosialisasi keputusan bagi subyek keputusan ydaiy déuat

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwards dalatartida
(2009:53)keberhasilan implementasi kebijakan meagkan agar pelakasa
kebijakan mengetahui apa yang harus dilaksanakengash cara pemerintah
menyampaikan informasi kebijakan kepada pelaksaglaijakan. Apa yang
menjadi sasaran dan tujuan harus di sampaikan &epatbmpok sasaran
sehingga akan mengurangi kecacatan dalam implesieyda

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di kemukakasub bab
penyajiaan data terkait adanya penyampaian inforketsjakan dari pembuat
kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Untuk prpsegampaiana pihak Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pita Kmdan hanya

menyediakan website yang berisi tentang informasiuikn tanda daftra usaha
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pariwisata. Dalam hal ini pelaku usaha mengetamiahg kebijakan tanda daftar
usaha pariwisata ini melalui proses penyampaiarg ydilakukan dinas terkait
yakni Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.

Dengan demikaian proses penyampaian informasidéednjini masih perlu
dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan d@erf&au Pintu Kota
Medan dengan cara melakukan pembinaan dan sosidbskait kebijakan tanda
daftar usaha pariwisata kepada masyarakat selakuilipeusaha, sehingga
semakin banyak masyakat yang mengetahui tentanjgkalni.

2. Adanya dukungan sumbar daya manusia, anggaran, fd#as dan
wewenang yang dibeikan pemerintah dalam menjalankakebijakan
Sumber daya pendukung sangat berpengaruh dalamenmaptasi

kebijakan, tapi apabila implementor kekurangan smbdaya untuk

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalantiéfékumber daya tersebut
dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetapgementor dan sumber
daya finansial. Sumber daya adalah factor pentmgkuimplementasi kebijakan
agar berjalan efektif.

Seoerti yang dikemukaka oleh Van Meter dan Van Htalam Winarno
(2007:125)Setiap tahap implementasi menuntut adawaber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yangaditgannya oleh kebijakan
yang telah ditetapkan secara politik. Selain suntdaga manusia, sumber daya
finansial dan waktu menjadi perhitungan pentingaeimplementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di kemukakasub bab

penyajiaan data terkait adanya dukungan sumbarrmdapasia, anggaran, fasilitas
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dan wewenang yang dibeikan pemerintah dalam mekjahakebijakan. Dalam
hal ini fasilitas yang disediakan di Dinas Penanmanvodal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah terpenuhi gghirdapat menbantu
pegawai dalam proses pelayanan. Sehingga masyargttey melakukan
pengurusan ijin sudah merasa nyaman, namun masidptd kekurangan yakni
masih sedikit pegawai berlatarbelakang parwisata loelum adanya dibentuk
bidang khusus ijin pariwisata. Urusan ijin pariiésanasih dilimpahkan pada
bidang pelayanan perijinan dan tanda daftar yangpnayai tugas mengurus ijin
perusahaan.

Dengan demikian dapat disimpukan bahwa pihak DHesanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan kelgararpegawai yang
berlatarbelang pendidikan pariwisatadan harus diédin Sehingga proses
pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik.

3. Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab daripihak pelaksana

kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

Perilaku atau sikap tanggungjawab dari Dinas Penana Modal
DanPelayanan Terpadu Kota Medan terhadap implesiek&bijakan sangat
berpengaruh dalam hal pendaftaran izin usaha Eatai Sehingga pelasanaan
kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik sesaagydiharapkan.dalam hal ini
pihak dinas harus menjalin kerjsama yang baik demnggtansi terkait.

Sebagaimana yang diemukakan oleh Abdul Wahab (288%ikap yang
dimiliki oleh implementor sangat berpengaruh padses pelaksanaan kebijakan

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrat&alah satu faktor yang
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mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakanaudaikap implementor. Jika
implementor setuju dengan bagian-bagian isi ddbijikean maka mereka akan
melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandamgreka berbeda dengan
pembuat kebijakan maka proses implementasi akagatani banyak masalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di kemukakasub bab
penyajiaan data terkait adanya perilaku/ sikap y@erganggung jawab dari pihak
pelaksana kebiakan dalam pelaksanaan kebijakap.Siang ditunjukkan oleh
pegawai dan pelaku usaha dalam peyenyelengganda daftar usaha pariwisata
sudah baik dan sudah berusaha menjalankan tang@brnga. Adapun program
yang dijalakan dinas dalam meningktkan pelayangrade masyarakat dengan
menjalankan program sms gateway yakni pendaftaemara online. Namun
proses perijinan belum berjalan efektif, karenaakgnya kerjasama yang
dilakukan dengan instansi terkait

Dengan demikian tentang perilaku atau sikap dara®Penanaman Modal
San Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksg@eadaftaran izin usaha
pariwisata belum maksimal. Pihak dinas harus le#mingkatkan lagi kerjasama
dengan instansi terkait sehinggan tercapainya gaf@ian kebijakan sesuai
dengan harapan masyarakat.

4. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaamanda daftar

usaha pariwisata

Pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan ietpasn kebijakan
sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran sahaupariwisata . dengan

adanya pedoman berupa struktur organisasi dan astarmperasional
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prosedure(SOP), proses pelasanaan kebijakkan akgalab dengan baik.
Seperti yang dikemukakan oleh Edwards dalam Jodarf2009:53)Struktur
organisasi dan Standar Operasional Prosedure (S®&)akan pedoman bagi
setiap implementor dalam bertindak. Struktur org@sii yang panjang akan
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkatapedyaitu prosedur
birokrasi yang rumit dan kompleks, yang mana irdggilirannya menyebabkan
aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di kemukakasub bab
penyajiaan data terkait adanya pedoman atau aatuaandalam pelaksanaan
tanda daftar usaha pariwisata. Struktur organigasg terdapat pada DPMPTSP
Kota Medan tidak rumit, karena hanya terdiri atasp#la Dinas, Sekretaris,
Bagian Tata Usaha yang terdiri atas 3 sub bagiam §agian umum, keuangan,
dan kepegawaian), kelompok jabatan fungsional, @&adPelayanan Perijinan
yang terdiri 6 bidang, dan dilengkapi debgan tirknie yakni gabungan dari
SKPD daerah terkait. Dalam menjalankan tugasnyasgdPMTPSP Kota Medan
berpedoman pada Standar Operasional Prosedurdogéaky.

Dengan demikian dapat disimpulkan pedoman atauvamdaturan pada
pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tak@idyang sudah
diterapkan di DPMPTSP Kota Medan belum sepenubergapai. Masih terdapat
kekurangan yaitu belum adanya bidang di DPMPTSR Ké¢dan berupa bidang

khusus perijinan usaha pariwisata. .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian berupa wawacara giaakukan oleh penulis

dan disajikan yang di bahas dalam permasalan taphbdplementasi Peraturan
Waliko Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tandadbdftsaha Pariwisata
Dalam Rangka Pelaksanan Pendaftaran Izin Usahs&awdi Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota MeDaltam pelaksanaan dari
peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentéanda DaftarUsaha
Pariwisata sudah berjalan dengan cukup baik makaulise dapat menark
kesimpulan sebgai berkut:

1. Adapun kategorisasi yang mejadi tolak ukur dalamepgan ini ialah yang
pertama adanya proses penyempian informasi kehbijak@i pembuat
kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam peng@ampinfoemasi
kebijakan yang pemerintah melaui Dinas PenanamatiaMdan Pelayaan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan kepala pelaku uganavisata, pihak
instansi hanya menyedikan website yang menyediakkarmasi kebijakan
tanda daftar usaha pariwisata.

2. Kedua, Adanya dukungan sumber daya manusia, anggdasililitas dan
wewenang yang diberikan pemerintah dalam menjatakkaijakan.Dalam
hal ini sumber daya pendukung yang diberikan pernar melalui Dinas
Penanaman Modal seperti, sumber daya manusia dslitaga sudah

terpenuhi sehingga dapat menbantu dalam proseyapela Sehingga
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masyaratkat yang melakukan pengurusan ijin sudatasaenyaman, dan
tercapainya tujuan dan sasaran dari peaturarkatalinomor 29 tahun
2014

3. Ketiga, adanya perilaku/ sikap yang bertanggungalawdari pihak
pelaksana kebiakan dalam pelaksanaan kebijakdamDaal pelaksanaan
peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2014, pibgkait yakni pihak
dinas dan pelaku usaha sudah menunjukkan sikapfpediadap peraturan
dan bertanggung jawab dalam penyelenggaaan tandi@r dasaha
pariwisata.

4. Keempat, adanya pedoman atau aturan-aturandalaskspeban tanda
daftar usaha pariwisata. Dalam hal pelaksanaartyparawalikota medan
nomor 29 tahun 2014 berpedoman pada struktur aggsindan standar
operasional prosedure yang berlaku di Dinas PenamaModal Dan
Pelayanan Terpadu Kota Medan. Sehingga pelaksaatupn walikota
medan nomor 29 tahun 2014 diharapkan dapatterlaksamaksimal
mungkin. Demikian keempat kategorisasi tesebuahedapat dijalankan
sesuai dengan Peratran Walikota Medan Nomor 29 m&dl4 Tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah diterapkan idasDb Penanaman
Modal Dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

B. Saran
Adapun saran-saran dalam penelitian in adalalgsebarikut :
1. Dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nonsiahun 2014 Di

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satiw Rota Medan,
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hendaknya penyampaian kebijakan harus lebih daksssikan agar pelaku
usaha lebih dapat memahami tujuan dari kebjakang ydibuat oleh
pemerintah dan dapat diterapkan di Dinas PenanafodalDan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Sehingga dapat mgkatkan kesadaran
masyarakat terhadap kewajiban pelaku usaha patawsdauk memiliki izin
usaha pariwisata sebelum menyelenggarakan usakaspéa.

. Sumber daya pendukung yang diberikan pemerintahadepDinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pirtu Medan sangat
berpengaruh dalam implementasi peraturan waalikoggan nomor 29
tahun 2014. Untuk itu pihak DPMPTSP Kota Medan faneémpergunakan
sumber daya yang telah ada semaksimal mungkin dgarammbah sumber
daya manusia yakni pegawai yang berlatarbelakamigvipata. Sehingga
dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan tentamdg talaftar usaha
pariwisata.

. Perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dara®irenanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sdmegpengaruh dalam
menjalankan peaturan walikota medan nomor 29 t&@l4 tentang tanda
daftar usaha pariwisata. Untuk itu pihak DPMDPTS&taKMedan harus
lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan dinasaierklalam hal ini
adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan.

. Struktur organisasi yang di Dinas Penanaman Modah [Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus di tambah igkang lagi yakni

bidang yang mengurus tentang perijinan usaha pEiWISehingga
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perijinan usaha pariwisata tidak dilimpahkan lagida bidang lain. Dengan
demikian pedoman pelaksanaan peraturan walikotamewdmor 29 tahun

2014 dapat diterapkan dengan baik.
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : ImplementasiPeraturan Daerah Kota Medan
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pasisata Dalam
Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha PariwisatDi Dinas Penanam

Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Biodata Narasumber

Nama :Dra. Hj. Siti Wiridiyah

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perijinan UBahal anda
Daftar

Golongan :IV/a

Umur : 56

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijan dari pmbuat kebijakan

kepada pelaksana kebijakan.

1) Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelaybegadu Satu
Pintu meyampaikan Peraturan Walikota Medan No. zhuh 2014
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepadanastar pelaku usaha

pariwisata ?

Jawab : proses penyampaiannya bekerja sama denganterkait yakni
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, dengan caetakokan

sosialisasi dan pembiaan secara langsung kepadarakast.

2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelaygerpadu Satu
Pintu dalam penyampain informasi tentang PeratWahkota Medan No.
29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha paavdsa



Jawab : kendalaya pada DPMPTSP Kota Medan yaiwnbeldanya tim
khusus yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat

3) Apa media yang digunakandalampenyampaianPeratut@ikddd Medan
No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usahaigpaia?

Jawab ; Di DPMPTSP kota Medan sendri sudah menkaidiaebsita yang
berisi informasi mngenai tanda daftar usaha paaitaislan bisa langsung

diakses masyarakat.

4) Apa pendapat Ibu/Bapak mengenai Peraturan Walikbeédan No. 29
Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam melaksanakadaftaran izin
usaha pariwisata di kota Medan ?

Jawab : Menurut saya mengenai peraturan Walikotalalenomor 29
tahun 2014 sudah cukup jelas dan sudah dilaksartikaimas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medangah baik
disesuai dengan peraturan yang berlaku .

b) Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fdgas dan

wewenang yang di berikan pemerintah dalam mejalanka kebijakan.

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang mempkagailian atau
kemampuan sesuiai bidangnya dalam pelaksanaan ffagadaizin saha

pariwisata ?

Jawab : pegawai yang bekerja disini sudah sesuajatebidangya dan
suadah melakasanakan tugasnya.Namun dalam bidangvispta

pegawainya masih sedikit yang berlatarbelakan pdmah pariwisata,
disebabkan karena urusan usaha pariwisara di DPMRKIdBa Medan ini
masih tergolong baru.



2. Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewegya sesuai
dengan peraturan daerah pada Dinas Penanaman NadaPelayanan
Terpadu Satu Pintu ?

Jawab: pegawai disini sudah menjalakn wewenangmgas dengan

peraturan yang berlaku.

3. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelaygqesdlaftaran izin usaha

pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayaegoadu Satu Pintu?

Jawab : fasilitas yang tersedia di Dinas Penanavhaatal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini adalah Sistemgan komputer yang
terintegrasi, Sistem antrian elektronik, ruang tung/ang nyaman bagi
masyarakat ruang kerja yang nyaman bagi pegawni,Miga Customer

Service sebagai tempat penerimaan pengaduan.

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai sumber mEydukung yang
diberikan pemerintah pada pihak Dinas PenanamaraMoaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu?

Jawab : menurut saya sumber daya pendukung ydoeyidan pemerintah
dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisatahsterpenuhi dengan

baik dan dipergunakan dengan baik.

c. Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab daripihak pelaksana

kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelayjampadu Satu

Pintudalam menjalakan pelaksanaan pendaftaramsziha pariwisata ?

Jawab : Adapun usaha yang dilakukan pihak Dinaandaheningkatkan
pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata demgambuat program

pendaftaran secara online yaitu program sms gateway



2. Apakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha paranssatah sesuai dengan
Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun2014 ?

Jawab : usaha yang dilakukan pihak dinas dalamatadan pelaksanaan

pendaftaran izin usaha pariwisata sudah dilaksand&agan baik

3. Adakah komitmen dalam proses pengurusan izin ydibgrikan oleh
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu S#tukeipada pelaku

usaha pariwista?

Jawab : komitmen dari pihak Dinas kepada pelakuhaisherupa
persyaratan yang harus dilengkapi pelaku usahaakian di periksa oleh
tim teknis dari instansi terkait untuk dapat mert&dn izin

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang uasaha ydakukhAn Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pifdm geendaftaran

izin usaha pariwisata ?

Jawab : Menurut beliau usaha yang dilakukan piha&sdsudah diterapkan

dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlak

d) Adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaantanda daftar

usaha pariwisata

1. Apa saja yang menjadi pedoman dan acuan tanda dafaha pariwisata
dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata

Jawab : yang menjadi pedoman dini yaitu struktganisasi dan SOP,
struktir organisasi yang terdiri dariDPMPTSP Kotaddn ini sama sekali
tidak rumit, karena hanya terdiri atas Kepala Djisekretaris, Bagian Tata
Usaha yang terdiri atas 3 sub bagian (sub bagiammynkeuangan, dan
kepegawaian), kelompok jabatan fungsional, dan rgdgelayanan

perijinan 6 bidang.



2. Adakah persyaratan yang di berikan Dinas PenanaMadal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintukepada pelaku usah@igaéa dalam

pengurusan izin usaha pariwisata ?

Jawab : persyatannya sesuai dengan yang tercantperaduran walikota
medan nomor 29 tahun 2014.

3. Adakahkendala yang dihadapidalam pelaksanaan pgaratafizin usaha

pariwisata sesuai dengan pedoman yang telah phktate?

Jawab : Salah satu yang menjadi kendala disininbeddanya dibentuk
bidang yang mengurusi khususnya bidang usaha ipatavkarna masih
tergolong baru di DPMPTSP Kota medan.

4. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terhadap pedomaamdatlaksanaan

tanda daftar usaha pariwisata yang telah dilaksana&at ini ?

Jawab : menurut saya, peraturan-peraturan ini gBriosialisasikan lagi

kepada masyarakat, supaya tujuan dari peraturaergapai.



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : ImplementasiPeraturan Daerah Kota Medan
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pasiisata Dalam
Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha PariwisatDi Dinas Penanam

Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Biodata Narasumber

Nama :Edi Saputra, SE

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perijinan UsahalBnda
Daftar

Golongan - 1/d

Umur . 57

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijan dari pmbuat kebijakan

kepada pelaksana kebijakan.

1) Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelaybeigadu Satu
Pintu meyampaikan Peraturan Walikota Medan No. zhuh 2014
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepadansstar pelaku usaha

pariwisata ?

Jawab : penyampainya dengan masyarakat bisa neagyalebsite resmi
DPMPTSP Kota Medan vyaitu http//www.dpmptsp.pemkoamego.id.
Dalam website tersebut tedapat informasi mengebB&iF tentang syarat-

syarat dan tata cara pendaftarannya



2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelaygerpadu Satu
Pintu dalam penyampain informasi tentang PeratWahkota Medan No.

29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pamavdsa

Jawab : kendalayabelum dibentuknya tim khusus yaegsosialisakan

tentang tanda daftar usaha pariwisata

3) Apa media yang digunakandalampenyampaianPeraturaikdda Medan
No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usahaipaia?

Jawab ; Di DPMPTSP kota Medan sendri sudah menkaidiaebsita yang
berisi informasi mngenai tanda daftar usaha paataisian bisa langsung
diakses masyarakat.

4) Apa pendapat Ibu/Bapak mengenai Peraturan Walikbeédan No. 29
Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam melaksanakadaftaran izin

usaha pariwisata di kota Medan ?

Jawab : Menurut saya mengenai peraturan Walikotalaklenomor 29
tahun 2014 sudah dilaksanakan terlaksana dengdn dia Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PinéuNkedan dengan
baik disesuai dengan peraturan yang berlaku .

b) Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fdgas dan

wewenang yang di berikan pemerintah dalam mejalanka kebijakan.

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang memplkaailian atau
kemampuan sesuiai bidangnya dalam pelaksanaan ffegadaizin saha

pariwisata ?

Jawab : sumber daya manusia yang terpat di DPMPR&R Medan
khusus pada pelayanan pendaftaran izin usaha patavisudah tersedia
dan mempunyai keahliaan dalam bidang pelayanannastnassi



2. Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewgega sesuai
dengan peraturan daerah pada Dinas Penanaman NdadalPelayanan
Terpadu Satu Pintu ?

Jawab: pegawai disini sudah menjalakn wewenangmgas dengan

peraturan yang berlaku.

3. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelayganaaftaran izin usaha

pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayaegoadu Satu Pintu?

Jawab : Fasilitas yang tersedia dalam pelayanadaft@nan izin usaha
pariwisata di DPMPTSP Kota Medan antara lain Ru#&mgggu bagi
masyarakat yang nyaman, lokek antrian bersistekiretek, 2 (dua) buah
televise yang menampilkan secara bergantian mengdoanasi perijinan
dan nomor antrian fasilitas keamanan terdiri 3 graatpam, pemasangan
14 titik CCTV dan lain-lain

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai sumber mendukung yang
diberikan pemerintah pada pihak Dinas PenanamaraMaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu?

Jawab : menurut saya sumberdaya pendungkung yambgrkdn
pemerintahan sudah tercukupi dan dipergunakan samakmungkin.

c) Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab daripihak pelaksana

kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelayarpadu Satu

Pintudalam menjalakan pelaksanaan pendaftaramsaiha pariwisata ?

Jawab : adapun usaha dilaksanakan dinas dalam ffeadaizin usaha
pariwisata dengan cara menlengkapi fasilitas yaipgridkan pegawai
dalam pelayanan dan memberikan fasilitas pelayg@aaig nyaman bagi

masyarakat ,



2. Apakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha paravisatah sesuai dengan
Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun2014 ?

Jawab : Saya rasa usaha yang dilakukan pihak dial@sn menjalakan
pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ssut#dh sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

3. Adakah komitmen dalam proses pengurusan izin ydibgrikan oleh
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sdtukeipada pelaku

usaha pariwista?

Jawab : komitmen dari pihak Dinas kepada pelakuhais@erupa
persyaratan yang harus dilengkapi pelaku usahaabarkbn peraturan

walikota medan nomor 29 tahun 2014.

4. Bagaimana pendapat lbu/Bapak tentang uasaha ydakulhn Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pifdam geendaftaran

izin usaha pariwisata ?

Jawab : Menurut saya pihak dinas perlu membuatdknis yang bertugas
melakukan pengecekan lapangan untuk melihat kes@saatara ijin yang
dimohonkan dengan yang ada di lapangan.

d. Adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaantanda daftar

usaha pariwisata

1. Apa saja yang menjadi pedoman dan acuan tanda daftaha pariwisata

dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata

Jawab : pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ingacenpada struktur
organisasi dan standar operasional prosedure(S@RYy Yerlaku di
DPMPTSP Kota Medan

2. Adakah persyaratan yang di berikan Dinas PenanaiMadal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usatnaisaga dalam

pengurusan izin usaha pariwisata ?



Jawab : persyatannya yang harus dilengkapi pelaahau ada 3 yakni
syarat administratif, syarat yuridis dan syarahigk

3. Adakahkendala yang dihadapidalam pelaksanaan paraafizin usaha

pariwisata sesuai dengan pedoman yang telah pkiate?

Jawab : Salah satu yang menjadi kendala disiningmga pegawai yang
berlatar belakan pendidikan pariwisata karna madsiigolong baru di
DPMPTSP Kota medan.

4. Bagaimana tanggapan lbu/Bapak terhadap pedomamamdaélaksanaan

tanda daftar usaha pariwisata yang telah dilaksans&at ini ?

Jawab : menurut saya, peraturan-peraturan ini samgaguntung bagi
pelaku karna dapat mengembangkan usahanya mudata khbantu
pemerintah.



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : ImplementasiPeraturan Daerah Kota Medan
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pasiisata Dalam
Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha PariwisatDi Dinas Penanam

Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Biodata Narasumber

Nama :Irvan Abdillah Rambe, S.Sos

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Jabatan : Staf Seksi Pelayanan Perijinan Usahal Brada
Daftar

Golongan - ll/a

Umur 43

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijan dari pmbuat kebijakan

kepada pelaksana kebijakan.

1) Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelaybeigadu Satu
Pintu meyampaikan Peraturan Walikota Medan No. zhuh 2014
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepadansstar pelaku usaha

pariwisata ?

Jawab : proses penyampainya dilakukan oleh diedsit yakni Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan dan bisa nsegakvebsite
DPMPTSP Kota Medan sedangkan DPMPTSP Kota Medarlirsen
berperan melayani masyarakat yang melakukan pemdéfin usaha

pariwisata dan penerbitan tanda daftar usaha [sataui



2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelaygerpadu Satu
Pintu dalam penyampain informasi tentang PeratWahkota Medan No.
29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pamavdsa

Jawab : Kendalanya dalam penyelenggaraan tantkr dagha pariwisata
masih kurangnya partisipasi pelaku usaha pariwidatam kepemilikan

TDUP khusus pada usaha pariwisata mikro kecil

3) Apa media yang digunakandalampenyampaianPeratur@ikdda Medan
No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usahaipaia?

Jawab : Pihak DPMPTSP kota Medan sendri sudah mekzsn websita
yang berisi informasi mngenai tanda daftar usah@wgata dan bisa

langsung diakses masyarakat.

4) Apa pendapat Ibu/Bapak mengenai Peraturan Walikbeédan No. 29
Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam melaksanakadaftaran izin

usaha pariwisata di kota Medan ?

Jawab : Menurut saya peraturan tentang tanda dafiaha pariwisata
sudah diterapkan di DPMPSP Kota Medan sesuai deagaian yang
berlaku.

b) Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fdgas dan

wewenang yang di berikan pemerintah dalam mejalanka kebijakan.

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang mempkagailian atau
kemampuan sesuiai bidangnya dalam pelaksanaan ffadaizin saha

pariwisata ?

Jawab : pegawai yang bekerja disini sudah sesuajatebidangya dan
suadah melakasanakan tugasnya sesuai dengan aergamg berlaku.
Namun dalam bidang pariwisata pegawainya masih kisediang

berlatarbelakan pendidikan pariwisata



2. Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewgega sesuai
dengan peraturan daerah pada Dinas Penanaman NdadalPelayanan
Terpadu Satu Pintu ?

Jawab: pegawai disini sudah menjalakn wewenangmgas dengan

peraturan yang berlaku.

3. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelayganaaftaran izin usaha

pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayaegoadu Satu Pintu?

Jawab : fasilitas yang tersedia di DPMPTSP Kota &neidi adalah Sistem
jaringan komputer yang terintegrasi, Sistem antr@ektronik, ruang
tunggu yang nyaman bagi masyarakat ruang kerja yayaman bagi
pegawai, dan Meja Customer Service sebagai tempmateripnaan

pengaduan.

4. Bagaimana pendapat lbu/Bapak mengenai sumber meEydukung yang
diberikan pemerintah pada pihak Dinas PenanamaraMaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu?

Jawab : pendapat saya tentang sumber daya pendykmggdi berikan
pemerintah dalam pelayanan pendaftaran izin usaravipata sudah

terpenuhi dengan baik dan dipergunakan dengan baik.

c) Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab daripihak pelaksana

kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelajampadu Satu

Pintudalam menjalakan pelaksanaan pendaftaramsziha pariwisata ?

Jawab : setiap pegawai DPMPTSP Kota Medan selalupbhga untuk

melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal.



2. Apakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha paravisatah sesuai dengan
Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun2014 ?

Jawab : Saya rasa usaha yang dilakukan pihak dindsh baik, dapat
dilihat dari kepatuhan seluruh pegawai DPMPTSP Kigtedan untuk
menjalankan kegiatan pelayanan perijinan dengarpedeman pada

prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku

3. Adakah komitmen dalam proses pengurusan izin ydibgrikan oleh
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sdtukeéipada pelaku

usaha pariwista?

Jawab : Dalam proses pengurusan ini pihak dinasheekan persyaratan
yang harus di lengkapi pelaku usaha dan tim telakian melakukan

pemeriksaan langsung kelapangan

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang usaha yankukinDinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Patdm ¢pendaftaran

izin usaha pariwisata ?

Jawab : Menurut saya pihak dinas melayani masyarsésuai dengan
aturan yang berlaku

d) Adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaantanda daftar

usaha pariwisata

1. Apa saja yang menjadi pedoman dan acuan tanda dafaha pariwisata

dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata

Jawab : Dalam pelakasanaan kebijakan ini kami idisnpedoman pada
struktur organisasi dan standar operasional prosegang berlaku di dinas

ini.

2. Adakah persyaratan yang di berikan Dinas PenanaiMadal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usatnaisaga dalam

pengurusan izin usaha pariwisata ?



Jawab : persyatannya sesuai dengan yang tercantutand peraturan
walikota medan nomor 29 tahun 2014 yakni syaratiaidtratif, syarat

yuridis dan syarat teknis.

3. Adakahkendala yang dihadapidalam pelaksanaan paratafizin usaha

pariwisata sesuai dengan pedoman yang telah pkiate?

Jawab : Salah satu yang menjadi kendala disiningmga pengentahuan

masyarakat tentang pentingya kepemilikan TDUP ini

4. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terhadap pedomam daédaksanaan
tanda daftar usaha pariwisata yang telah dilaksans&at ini ?

Jawab : menurut saya, pelaksanaannya di dinasudahs dilaksanakan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : ImplementasiPeraturan Daerah Kota Medan
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pasisata Dalam
Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha PariwisatDi Dinas Penanam

Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Biodata Narasumber

Nama ‘Muhammad Ridoan Rangkuti

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Jabatan : pemilik rumah makan rangkuti khas tapselina
Umur : 65

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijan dari pmbuat kebijakan

kepada pelaksana kebijakan.

1) Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelaybeigadu Satu
Pintu meyampaikan Peraturan Walikota Medan No. zhuh 2014
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepadansstar pelaku usaha

pariwisata ?

Jawab : saya mengetahui peraturan ini setelahsDifgbudayaan Dan
Pariwisata melakukan pembinann dan pengawasannkgateya, bahwa
pengurusan TDUP itu dilakukan di DPMPTSP Kota Medan

2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelay&erpadu Satu
Pintu dalam penyampain informasi tentang PeratWahkota Medan No.
29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pamavdsa



Jawab : Kendala yang mungkin dihadapi DPMPTSP Ki#a dalam
penyampaian kebijakan ini adalah tidak adanya ke&ss$a yang dilakukan
DPMPTSP Kota Medan terhadap pelaku usaha

3) Apa media yang digunakandalampenyampaianPeraturaikdda Medan
No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usahaigpaia?

Jawab : Pihak DPMPTSP kota Medan sendri sudah mexkgn websita
yang berisi informasi mngenai tanda daftar usah@wata dan bisa
langsung diakses masyarakat.

4) Apa pendapat Ibu/Bapak mengenai Peraturan Waliké¢éaan No. 29
Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam melaksanakadaftaran izin

usaha pariwisata di kota Medan ?

Jawab : Menurut saya tentang peraturan ini saragaisbdan pelaku usaha

mendapat kepastian hukum dari pemerintah

b) Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fdgas dan

wewenang yang di berikan pemerintah dalam mejalanka kebijakan.

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang mempkegilian atau
kemampuan sesuiai bidangnya dalam pelaksanaan ffagadaizin saha
pariwisata ?

Jawab : menurut saya pegawai pada DPMPTSP KotaaMMeddah
memperikan pelayanan yang cukup baik sesuai depgeasturan yang
berlaku. Namun dalam penerbitan TDUP masih tidakuae dengan
peraturan yang berlaku dimana waktu penerbitanajiaglambat 1 hari
kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pawmbayatakan atau
dianggap lengkap.



2. Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewgega sesuai
dengan peraturan daerah pada Dinas Penanaman NdadalPelayanan

Terpadu Satu Pintu ?

Jawab: pegawai disini sudah menjalakn wewenangmgas dengan

peraturan yang berlaku.

3. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelayganaaftaran izin usaha

pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayaegoadu Satu Pintu?

Jawab : adapun fasilitas yang disediakan dalamyae#a sudah cukup
baik seperti ruang tunggu yang nyaman, adanyaiselgang menampilkan

informasi perijinan dan nomor antrian dan fasilkeaamanan yang baik

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai sumber mEn@dukung yang
diberikan pemerintah pada pihak Dinas PenanamaraMoaan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu?

Jawab : pendapat saya mengenai sumber daya pemdykog diberikan
pemerintah sudah cukup baik namun harus meningkdd@ mengenai
sumber daya manusianya yang berlatarbelakang pkadidnengenai

pariwisata.

c) Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab daripihak pelaksana

kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelajampadu Satu

Pintudalam menjalakan pelaksanaan pendaftaramsaha pariwisata ?

Jawab : pihak DPMPTSP Medan melayani masyarakagashebaik dan
sesuai dengan nomor antrian beserta ruang tunggg mgaman bagi

masyarakat.



2. Apakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha paravisatah sesuai dengan
Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun2014 ?

Jawab : Saya rasa usaha yang dilakukan pihak dundshsesuai dengan
Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014, namuaktw

penerbitannya memakan waktu yang cukup lama.

3. Adakah komitmen dalam proses pengurusan izin ydibgrikan oleh
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sdtukeipada pelaku

usaha pariwista?

Jawab : pelaku usaha harus melengkapi persyaratkmi ysyarat
administratif, syarat yuridis dan syarat teknis.

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang usaha yamdukdn Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pafdmdpendaftaran

izin usaha pariwisata ?

Jawab : semua pegawai DPMPTSP Kota Medan sudabrzampilan rapi,
tidak ada yang sembrono berpakaiannya. Kalau ntagaddlitas di kantor
ini, bagi saya DPMPTSP Kota Medan ini sudah meinfhisilitas yang
lengkap khususnya bagi orang-orang yang dtang untekgurus ijin
disini.

d) Adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaantanda daftar

usaha pariwisata

1. Apa saja yang menjadi pedoman dan acuan tanda dafaha pariwisata

dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata

Jawab : setau saya yang menjadi pedoman TDUP selaimadalah
peraturan menteri tengtang pendaftaran usaha gatayiperaturan daerah
tentang kepariwisataan dan peraturan walikota nent@®UP.



2. Adakah persyaratan yang di berikan Dinas PenanaiMadal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usatnaisaga dalam

pengurusan izin usaha pariwisata ?

Jawab : persyatannya sesuai dengan yang ada dilperedan no 29 tahun

2014 yakni syarat administratif, syarat yuridis dgarat teknis.

3. Adakahkendala yang dihadapidalam pelaksanaan paraafizin usaha

pariwisata sesuai dengan pedoman yang telah phktate?

Jawab : saya kira tidak ada kendala, fasilitas EMPTSP medan sudah

memenuhi kebutuhan

4. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terhadap pedomam daédaksanaan
tanda daftar usaha pariwisata yang telah dilaksana&at ini ?

Jawab :mereka sudah menjalankan tugasnya dengap bakk.



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : ImplementasiPeraturan Daerah Kota Medan
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pasisata Dalam
Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha PariwisatDi Dinas Penanam

Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Biodata Narasumber

Nama :Anwar Parimpunan Lubis
Jenis Kelamin . Laki-Laki

Jabatan : pemilik publico street cafe
Umur 25

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijan dari pmbuat kebijakan

kepada pelaksana kebijakan.

1) Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelaybeigadu Satu
Pintu meyampaikan Peraturan Walikota Medan No. zhuh 2014
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepadansstar pelaku usaha

pariwisata ?

Jawab : yang menyampaikan informasi keijakan im@ikny Dinas
Kebudayaan Dan Pariwsata Kota Medan melalui seagilyang dilakukan
di hotel polonia Medan tanggal 19 desember 2016

2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelay&erpadu Satu
Pintu dalam penyampain informasi tentang PeratWahkota Medan No.
29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pamavdsa



Jawab : Masih minimnya pengetahuan masyarakat artgnt
penyelenggaraan TDUP yang dilaksanakan di DPMPT Séai

3) Apa media yang digunakandalampenyampaianPeratur@ikddd Medan
No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usahaigpaia?

Jawab : Pihak DPMPTSP kota Medan sendri sudah mexkgn websita
yang berisi informasi mngenai tanda daftar usah@wgata dan bisa

langsung diakses masyarakat.

4) Apa pendapat Ibu/Bapak mengenai Peraturan Walikbeédan No. 29
Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam melaksanakadaftaran izin
usaha pariwisata di kota Medan ?

Jawab : pendapat saya tentang kebijakan TDURanmgat menguntungkan
bagi pelaku usaha pariwisata sebab pihak di Dindsbudayaan dan
Pariwisata kota Medan akan melakukan pembinaandeepalaku usaha

untuk dapat meningkatkan usahanya.

b) Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fdgas dan

wewenang yang di berikan pemerintah dalam mejalanka kebijakan.

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang mempkagailian atau
kemampuan sesuiai bidangnya dalam pelaksanaan ffagadaizin saha

pariwisata ?

Jawab : pegawai pada DPMPTSP Kota Medan sudah nnianibe
pelayanan dengan baik dan sopan kepada masyarakatn dalam

penerbitan TDUP masih ada keterlambatan

2. Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewega sesuai
dengan peraturan daerah pada Dinas Penanaman NdadalPelayanan
Terpadu Satu Pintu ?



Jawab: pegawai disini sudah menjalakan wewenang®gaai dengan
tugas dan fungsinya.

3. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelaygq®saaftaran izin usaha

pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayaegpaiu Satu Pintu?

Jawab : Fasilitas yang disediakan dalam pelayandahsmemadai yang

membuat masyarakat nyaman

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai sumber mEydukung yang
diberikan pemerintah pada pihak Dinas PenanamaraMoan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu?

Jawab : pendapat saya mengenai sumber daya perndykog diberikan
pemerintah belum cukup dan harus menambahkan latznd yang

mengurus izin usahapariwisata

c) Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab daripihak pelaksana

kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelayampadu Satu
Pintudalam menjalakan pelaksanaan pendaftaramsaha pariwisata ?

Jawab : pihak dinas sudah melaksanakan tugasngamdéaik dan bekerja

semaksimal mungin.

2. Apakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha paravisatah sesuai dengan
Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun2014 ?

Jawab : Saya rasa usaha yang dilakukan pihak dumdesh sesuai dengan
Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014, hamgja s waktu

penerbitannya memakan waktu.



3. Adakah komitmen dalam proses pengurusan izin ydibgrikan oleh

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu S#atukeéipada pelaku

usaha pariwista?

usaha Jawab : pelaku usaha harus melengkapi patie@yayakni syarat

administratif, syarat yuridis dan syarat teknis.

Bagaimanapendapatlbu/Bapaktentangusaha yang  ddakukDinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitdm geendaftaran

izin usaha pariwisata ?

Jawab : pihak dinas sudah melaksanakan tugasngamelan bertanggung

jawab dengan tugasnya.

d) Adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaantanda daftar

usaha pariwisata

1.

2.

Apa saja yang menjadi pedoman dan acuan tanda daiaha pariwisata

dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata

Jawab : setau saya yang menjadi pedoman TDUP selaimadalah
peraturan menteri tengtang pendaftaran usaha gatayiperaturan daerah

tentang kepariwisataan dan peraturan walikota hent@®UP.

Adakah persyaratan yang di berikan Dinas PenanaMadal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usatnaisaga dalam

pengurusan izin usaha pariwisata ?

Jawab : persyatannya sesuai dengan yang ada dalperadan no 29 tahun
2014 yakni syarat administratif, syarat yuridis dgarat teknis.

3. Adakahkendala yang dihadapidalam pelaksanaan paratafizin usaha

pariwisata sesuai dengan pedoman yang telah pkiate?



Jawab : fasilitas di DPMPTSP medan sudah memereliutkhan, namun
dalam pengurusan izin usaha pariwisata harus micatkan kerja sama

dengan dinas terkait yaitu dinas pariwisata.

. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terhadap pedomam da¢daksanaan

tanda daftar usaha pariwisata yang telah dilaksana&at ini ?

Jawab : saya kira pelaksanaan tanda daftar usaheisaéa sudah

dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturarbgdagu.
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